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ABSTRAK
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN
BEKASOLEH KANTOR BEA CUKAI TANJUNG BALAI
Hairun Edi Sidauruk
1620010005

Meningkatnya Penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat
menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana Penyelundupan meningkat,
diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain, luasnya wilayah
kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang harus di
amankan.banyaknyasumberdayaalam yang di butuhkan Negara-negara lain
sebagai bahan baku industry, kondisi industri dalam negeri yang belum mampu
bersaing dengan impor produksi, kemampuan dan kemauan aparatur penegak
hukum, serta rendahnya partisipas warga masyarakat dalam bekerjasama dengan
aparatur pemerintah dan faktor-faktor lainya yang saling mempunyai hubungan
kausal. Adapun yang menjadi Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak
pidana Penyelundupan pakaian bekas, bagaimana upaya penanggulangan tindak
pidana Penyelundupan pakaian bekas di kantor Bea Cuka tanjung Baai,
agaimana hambatan kantor Bea Cukai tanjung Balai dalam menanggulangi tindak
pidana Penyelundupan Pakaian bekas.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan metode
pendekatan hukum normatif (yuridisnormatif) dilakukan dengan cara studi
kepustakaan. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
data berupa studi dokumen dan penelusuran kepustakaan serta dengan
menggunakan data tambahan berupa wawancara, yang menjadi pisau analisis
dalam penelitian ini ialah teori kepastian hukum, teori kebijakan hukum pidana,
teori hukum sebagal sisitem.

Berdasarkan hasil pendlitian dipahami bahwa aturan hukum yang
mengatur terkait dengan penyelundupan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagal mana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2006, tepatnya di pasal 102 dan pasal 102 A, Keputusan
Mentri Perindustrian dan Perdangangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002 Tentang
Perubahan Lampiran 1 Pasal 1 Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan
No. 229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor, dan juga
tertuang dalam Peraturan Mentri Perdagangan No 51/M-DAG/PER/7/2015
Tentang Larangan impor Pakain Bekas. Bea Cuka Hanyalah sebagai pelaksana
dari aturan yang ada, daam ha penyelundupan pakaian bekas, kementrian
Perdagangan melalui  Peraturan Mentri  Perdagangan Rl No.51/M-
DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakain Bekas. Maka dari itu tindakan
yang dilakukan Bea Cukai terkait dengan larangan impor pakaian bekas tak lain
hanyalah atas perintah dari Peraturan Mentri Perdagangan Rl No. 51/M
DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakain Bekas. Penanggulangan tindak
pidana penyelundupan pakaian bekas secara penal (dengan menerapkan hukum
pidana) yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung yaitu
dengan melakukan kegiatan penyidikan. Hambatan yang dilami oleh Bea dan



Cukai dalam menanggulangi tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yaitu
adanya resistensi atau perlawanan dari para penyelundup dengan mengerahkan
massa, baik itu pada penangkapan di darat dan di laut.

Kata kunci: Penanggulangan, Tindak Pidana, Penyelundupan,Pakaian
Bekas.
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Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu’alaikum Wr Wb
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penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan saran sehingga Tesis
ini selesai. Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar
Magister Ilmu Hukum Univer sitas Muhammadiyah Sumatera Utar a.

Teristimewa kepada kedua Orangtua penulis yang sangat penulis sayangi
selamanya, dan tak lupa pula ucapan terimakasih yang mendalam kepada istri
tercinta Adinda Rita Meutia.,S.Pd.,M.Hum yang selalu memberikan semangat
dan doa sehingga tersel esaikannya tesis ini. Selanjutnya saya ucapkan terimakasih
kepada kedua buah hati saya Ananda Nayla & Naura yang saat ini menjadi harta
paling berharga bagi saya serta menjadi motivasi bagi saya dalam menjalankan
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dan kebaikannya. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu
namanya, tidak bermaksud mengecualikan arti pentingnya bentuk dan peran
mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.
Akhirnya saya ucapkan mohon maaf atas segala kesalahan selama ini,
begitupun disadari bahwa Tesis ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapakan
ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua,
tiadalain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah
Subhanahu Wa Ta’ala dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan
Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat

baik hamba-hambanya.

Wassalamu’alaikum Wr Wb

Medan, Juli 2018
Hormat Saya
Peneliti

Hairun Edi Sidauruk
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Indonesia disebut sebagai Negara kepulauan yang lautnya berbatasan
langsung dengan Negara tetanga, sehingga diperlukan pengawasan pengangkutan
barang yang diangkut melalui laut di dalam daerah pabean untuk menghindari
Penyelundupan dengan modus pengangkutan antar Negara.' Mengingat luasnya
daerah pabean Indonesia yakni seluas wilayah kedaulatan Negara repbulik
Indonesia, maka tidak mungkin pemerintah mampu menempatkan semua petugas
bea dan cukai (custom)di sepanjang garis perbatasan di seluruh pabean republic
Indonesia untuk mengawasi keluar dan masuknya barang dalam rangka kegiatan

ekspor dan impor. ?

Kondis seperti ini yang menjadi peluang bagi para penyelundupan untuk
melakukan kegiatan yang berkaitan dengan impor dan ekspor tanpa membayar
bea masuk dan pajak serta bea keluar ke Direktorat jendral Bea dan Cukai.
Penyelundupan pada dasarnya merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan
kegiatan ekspor impor, dimana pelaku melakukan atau mencoba melakukan
pengel uaran/pemasukan barang dari atau ke dalam wilayah kepabeanan Indonesia
tanpa mengindahkan ketentuan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang

perubahan undang-undang nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan.

! Sunarno, Sistem dan proedur kepabeanan di bidang expor, Ghalia Indonesia, Jakarta,
2007, halaman 1.
? |bid Halaman 2



Adanya pengaruh perkembangan lingkungan strategis maupun pengaruh
aspek motivasi pelaku, aspek kebijakan atau aspek penegakan hukum, telah
mempengaruhi  peningkatan Penyelundupan yang terjadi, baik Penyelundupan
impor maupun Penyelundupan ekspor, meningkatnya kasus Penyelundupan
khususnya Penyelundupan impor telah menimbulkan berbagai dampak, terutama
menurunya kemampuan daya saing produksi dalam negeri di pasaran yang
akirnya akan berpengaruh pula terhadap perbaikan pereonomian nasional.
Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut, maka perlu dilakukan
penanganan masalah Penyelundupan ini baik dari segi preventif, represif dan

penegakan hukum dalam peningkatan penggunaan produksi dalam negeri.

Meningkatnya Penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat
menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana Penyelundupan
meningkat, diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain,
luasnya wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk
dan keluar yang harus di amankan. Banyaknya sumber daya alam yang di
butuhkan negara-negara lain sebagai bahan baku industri,nkondisi industri
daam negeri yang belum mampu bersaing dengan impor produksi,
kemampuan dan kemauan aparatur penegak hukum, serta rendahnya
partisipasi warga masyarakat dalam bekerja sama dengan aparatur
pemerintah dan faktor-faktor lainya yang saling mempunya hubungan
kausal. Kondisi perekonomian Indonesia ditengah-tengah arus globalisasi,
maka diperlukanpersigpan dan perencanaan yang terarah dan matang untuk
menjadikan hukum mampu menjawab tantangan masa depan. Seringnya
terjadi perubahan kebijaksanaan dibidang ekonomi, sesuai dengan
elastisitastindak pidana ekonom, menuntut aparat penegak hukum harus
benar-benar menguasai permasalahan serta tetap dapat mengikuti berbagai
perubahan kebijaksanaan tersebut. Ini hanya dapat diatas melalui
peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum dapat melengkapi
kemampuanya dengan berbagai displin ilmu. Indonesia sebagai Negara yang
menjunjung supremasi hukum, di perlukan langkah-langkah yang tegas,
tepat dan konsisten untuk tegakkan hukum dan keadilan, demi tercapainya
keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan kesegjahteran. Peneggakan
hukum berupa pemberantasan Penyelundupan, merupakan permasalahan
umum, baik pemerintah maupun warga masyarakat. Untuk mengamankan
kehidupan kenegaraan, diperlukan berbagai langkah dan cara dari yang



paing lunak sampai pada yang terkeras, sesua dengan tingkat
permasalahanya. Pemberantasan Penyelundupan tetap akan menjadi bahan
pembicaraan yang menarik di kalangan para penengak hukum, oleh karena
itu masalah ini menjadi salah satu sasaran pokok dalam pelaksanaan tugas
para penengak hukum dan beberapa instansi terkait yang memiliki
kewenangan dan pengawasan atas pelaksaanan impor dan ekspor barang.
Tindak pidana Penyelundupan sangat merugikan dan menggangu
keseimbangan kehidupan bangsa Indonesia. Kerugian Negara akibat
Penyelundupan mencapai triliunan rupiah. Modus yang dilakukan pada
umumnya dilakukan dengan menggunakan berbagai fasilitas kemudahan
ekspor-impor yang diberikan bea dan cukai .

Adanya penyelundupan-penyelundupan yang dilakukan oleh oknum-
oknum yang ingin memperolen keuntungan besar dengan cara melanggar
prosedur ekspor dan impor yang berlaku, hal ini sudah jelas sangat merugikan
bangsa Indonesia jika dibiarkan begitu sgja tanpa ada penyelesaian karena bea-
bea tersebut kelak akan dipergunakan sebagai dana pembangunan bangsa yang
sdah satunya bersumber dari paak. Saah satu bentuk tindak pidana
Penyelundupan terjadi di Indonesia termasuk Penyelundupan pakaian bekas atau
lebihh dikenal istilah umum masyarakat adalah Monza dan atau pakaian bekas

(ballpressed).

Istilah ini digunakan masyarakat untuk menyebut pakaian bekas atau
pakaian yang di pasarkan dengan harga murah, jauh lebih rendah dari harga murah
jauh lebih rendah dari harga standar toko dengan kualitas yang relative bagus.
Pada umumnya jenis pakian impor dari berbagai Negara secara illegal dalam
satuan kemasan karung dalam jumlah sangat banyak, mungkin dari sinilah Monza
dan atau pakaian bekas (ballpressed) muncul. Pengiriman pakian bekas juga

banyak berasal dari bantuan negara asing yang disalahgunakan oleh importer,

% Kepabeanan, Mdalui: http wwwi/alt, di akses pada hari Senin, tanggal 25 januari 2018,
Pukul 22-00 Wib.



alasannya karena ingin mendapat keuntungan yang besar dari hasil penjualan

pakaian bekas tersebut.

Dalam surat keputusan Menteri  Perindustrian dan Perdangangan
Nomor.229/MPP/K ep7/1997 dan ditambah dengan Peraturan Mentri Perdagangan
Rl No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakaian Bekas,
ketentuan umum dibidang impor memang disebutkan bahwa “barang yang impor
harus dalam keadaan baru kecuali kapal niaga dan kapal ikan”. Dalam keputusan
tersebut juga disebutkan bahwa,” impor hanya boleh dilakukan oleh perusahaan
yang telah memiliki angka pengenal importer (API) atau API-Terbatas”.

Pakaian bekas tersebut bebas dari biaya bea dan cukai sehingga dikatakan
impor illegal. hal ini tentu menimbulkan perekonomian yang tidak sehat
dan mengakibat kerugian Negara. Dengan demikian jelas bahwa masuknya
barang bekas tersebut ke Indonesia tidak melaui prosedur sebagaimana
disebutkan dalam kebijaksanaan umum di bidang impor sehingga ha
tersebut merupakan pelanggaran hukum dibidang ekonomi vyaitu
pelanggaran yang lebih dikenal dengan sebutan Penyelundupan. Dengan
demikian jelas bahwa masuknya barang bekas tersebut ke Indonesia tidak
melalui prosedur sebagaimana disebutkan dalam kebijaksanaan umum di
bidang impor sehingga hal tersebut merupakan pelanggaran hukum dibidang
ekonomi yaitu pelangaaran yang lebih dikena dengan sebutan
Penyel undupan.*

Ternyata praktek illegal impor pakaian bekas tidak serumit yang di
bayangkan, dengan memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan kecil, para importer
bekerja sama dengan agen penadah mendatangkan produk pakian bekas ke tanah
air. Penyelundupan pakian bekas ada yang terjadi dalam frekuensi tinggi sehingga

hampir setiap saat dapat di baca dan didengar dari media masa yaitu tentang

* Penyelundupan, Diakses Melalui: http wwwi//alt, di akses pada hari minggu, tanggal 24
januari 2018, Pukul 22-00 Wib.



Penyelundupan pakaian bekas. Maraknya Penyelundupan pakaian bekas
(ballpressed) di Indonesia karena terpuruknya pereekonomian Indonesia.
Pereekonomian yang terpuruk sungguh menyulitkan rakyat dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya. Sehingga rakyat memenuhi kebutuhan ekonomi urusan
sandang pun jadi nomor dua.
Dari segi ekonomi pakaian bekas yang dikirim dari Negara luar tersebut
lebih murah harganya. Masuknya pakaian bekas impor illegal ke pasar
domestik selamaini telah menimbulkan dampak yang sangat buruk terhadap
perekonomian nasional secara keeluruhan. Oleh karena itu, pemerintah
bertekad untuk memberantas praktek impor pakaian bekas illegal tersebut
sampa tuntas. Pemerintah mulai mengambil tindakan tegas terhadap
pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia secara illegal dengan
menyita dan memusnahkan brang tersebut dengan cara di bakar. Penyitaan
produk pakaian bekas impor dilakukan aparat berwenang karena kegiatan
impor produk pakaian bekas sampai kini masih tetap dilarang pemerintah.
Bahkan ketentuan larangan impor pakaian bekas sudah sgjak 18 januari
1982 melalui surat keputusan(SK) mentri perdangangan dan koperas
Karenaimppor pakaian bekas merupakan kegiatan yang illegal >
Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan undang-undang
nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan mengatur bahwa Direktorat Jendral Bea
dan Cuka bertugas melakukan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk
atau keluar daerah pabean. Namun mengingat letak geografis Indonesia sebagai
Negara kepulauan yang lautnya berbatasan langsung dengan Negara
tentangamaka perlu dilakukan pengawasan terhadap pengangkutan barang
tertentu. Barang tertentu adalah barang yang di tetapkan oleh instansi teknis

sebagai barang yang pengangkutanya di dalam daerah pabean di awasi.

® K gjahatan Penyelundupan , Mealui: http wwwi//alt, di akses pada hari minggu, tanggal
24 januari 2018, Pukul 22-00 Wib.



Menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang
perubahan undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang kepabeanan, yang di
maksud kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan
atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar di daerah pabean serta pemungutan
bea masuk dan bea keluar. Pasal 3 menyebutkan barang yang di impor harus
dalam keadaan baru, akan tetapi meskipun adanya peraturan-peraturan tersebut
masih dapat masuknya pakaian bekas tersebut ke Indonesia.

Penyelundupan pakaian bekas merupakan tindakan yang melanggar
ketentuan hukum pidana, sesuai dengan undang-undang No 10 tahun 2005 yang di
ubah menjadi Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan Kepmen
Perindak No 229/MPP/K ep/7/2007 Tentang ketentuan umum di bidang impor dan
di tambah dengan Peraturan Mentri Perdagangan Rl No. 51/M-DAG/PER/7/2015
Tentang Larangan impor Pakaian Bekas.

Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas merupakan tindak pidana
trans nasional dan saat ini tindak pidana Penyelundupan pakain bekas masih
sering terjadi di wilayah pengawasan kantor Bea & Cukai tanjung Balai, hal ini di
tandai dengan banyaknya penjualan pakaian bekas dan penangkapan yang di
lakukan oleh Petugas kepolisian wilayah hukum Polres Tanjung Balai yang tindak
lanjut penanganan perkaranya di limpahkan kepada Pihak Bea & Cukai tanjung
Balai.

Saat ini proses penanggulangan tindak pidana Penyelundupan pakaian
bekas di wilayah pengawasan kantor Bea & Cukai Tanjung Balai masih terlihat

belum maksimal, hal ini tandai dengan banyaknya penjualan pakaian bekas yang



tersebar di wilayah pengawasan kantor Bea & Cukai baik yang berbentuk Ball
Pres maupun Pecahan dan atau eceran dan kebutuhan pakaian bekas selalu
tersedia dalam bentuk Ball Pres maupun pecahan/eceran.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam hal ini akan diteliti lebih
lanjut dalam Tesis yang berjudul *“Penanggulangan Tindak Pidana
Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai”.

B. Perumusan Masalah
Daam penulisan tesis, masalah dapat dirumuskan sebagai suatu
pernyataan tetapi lebih balk dengan suatu pertanyaan. Keunggulan
menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk
mengontrol hasil penelitian,’ maka dapat dirumuskan permasalahan dalam
penulisan tesis ini sebagai berikut:
1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana Penyelundupan
pakaian bekas.?
2. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana Penyelundupan pakaian
bekas di kantor Bea Cukai tanjung Balai.?
3. Bagaimana hambatan kantor Bea Cukai tanjung Balai dalam menanggul angi
tindak pidana Penyelundupan Pakaian bekas.?
C. Tujuan Pendlitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis pengaturan hukum terhadap tindak

pidana Penyelundupan pakaian bekas.

® Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Sumatera Utara. 2014. Pedoman Penulisan
Skripsi. Medan, halaman 4.



2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis upaya penanggulangan tindak pidana
Penyelundupan pakaian bekas di kantor pengawasan Bea Cukai tanjung
Balai.

3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis hambatan kantor Bea Cukai tanjung
Bala dalam menanggulangi tindak pidana Penyelundupan Pakaian bekas.

D. Kegunaan/M anfaat Penelitian
1. Kegunaan/Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan
bagi penulis, mahasiswa, pemerintah (dalam hal ini Bea & Cukai), pelaku usaha
maupun masyarakat dan aparat penegak hukum berupa konsep, metode atau teori
yang menyangkut dengan Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan
Pakaian Bekas Oleh Kantor Bea Cukai Tanjung Balai.

2. Kegunaan/Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini yaitu masukan bagi Pemerintah
dalam ha ini Bea & Cuka dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa penuntut
umum, hakim) dalam menangulangi tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas
yang dapat menyebabkan kerusakan dalam sistem penegakan hukum di indonesia.
Jika permasalahan tindak pidana Penyelundupan pakaina bekas ini tidak dapat
ditanggulangi oleh para penegak hukum maka dapat merusak tatanan kehidupan

bermasyarakat khususnya pada tingkatan Bea & Cukai.



E. Keadian Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan pada perpustakaan
Program  Magister [Imu Hukum Progran Pasca Sarjana Universitas
Muhammadiyah  Sumatera Utara, terkait penelitian dengan  judul
“Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Oleh
Kantor Bea Cukai Tanjung Balai”. Belum pernah dilakukan dalam pendekatan
dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topic penelitian
tentang tindak pidana penyelundupan tapi jelas berbeda. Jadi penelitian ini adalah
adi karena sesual dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur, rasional, obyektif, dan
terbuka. Sehingga penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya
secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun
sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masal ah.

Sebelumnya terdapat beberapa tesis yang membahas tentang tindak
pidana penyelundupan seperti padatesis:

1. M Syahria yang berjudul “Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana
penyelundupan pakaian bekas di tanjung balai”. Pascasarjana UMSU,
Medan, Tahun 2013.

a. Bagaimana aturan hukum yang mengatur tentang penyelundupan pakaian
bekas di Tanjung Balai.?

b. Bagaimana penegakan hukum terhadap tidak pidana penyelundupan
pakaian bekas di Tanjung Balai.?

c. Bagaimana kebijakan hukum terhadap tindak pidana peneyelundupan

pakaian bekas di Tanjung Balai.?
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hal ini berbeda dengan tesis ini sebab yang dibicarakan adalah tentang
penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, sehingga
permasalahan yang diteliti tidak sama. Dengan demikian penelitian ini asli baik
dari segi subtansi maupun dari segi permasal ahan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diparparkan bahwa penelitian yang
diilakukan oleh penulis belum pernah di kaji dan di bahas oleh pendliti-peneliti
yang telah ada sebelumnya. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa keaslian
penulisan hukum ini dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan asas-asas
keilmuan yang harus dijunjung tinggi, yaitu asas kejujuran, rasional, objektif, dan
terbuka.

F. Kerangka Teori dan Konsep
1. Kerangka Teori

Friedman lebih spesifik menjelaskan tentang teori hukum dalam tulisan
Muhammad Erwin sebaga berikut. Teori hukum adalah menyederhanakan
kekacauan dan ha yang bermacam-macam ke satu kesatuan. Kerangka teori
merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau
memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianilisis. Kerangka teori yang
dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis,
sebagal pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejaa
spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan
menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukan ketidakbenarannya.

Menurut soerjono soekanto, bahwa “kontinuintas perkembangan ilmu hukum,
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selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat
ditentukan oleh teori. Snelbecker mendefinisikan teori sebagal perangkat
proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu
yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainya dengan tata dasar yang
dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramaikan dan menjelaskan
fenomena yang diamati.

Fungs teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau
petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan
penelitian ini merupakan peneilitian yuridis normatif, maka kerangka teori di
arahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk
memahami mengenai penyelesaian tindak pidana penyelundupan.

Teori berfungsi sebagai pisau analisis yang digunakan untuk dijadikan
panduan dalam melakukan penelitian, dengan memberikan penilaian terhadap
penemuan fakta atau peristiwa hukum yang ada. Berdasarkan uraian mengenai
teori hukum tersebut, maka teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Teori Kepastian Hukum, Teori Hukum sebagai Sistem dan teori Kebijakan
Hukum.

a. Teori Kepastian Hukum

Jika membahas tentang kepastian hukum tentu sangat erat kaitanya dengan
validitas norma dalam aturan itu sendiri, dalam ha ini Bruggink membagi
validitas (keberlakuan norma) menjadi tiga bagian. Pertama validitas faktual,
kedua: validitas normatif, ketiga: validitas evaluatif.

Jika ditarik pemahaman tentang validitas dapat diartikan, Validitas adalah
eksitens norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid merupakan suatu
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peryataan yang mengasumsikan eksistenss norma tersebut dan
mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (binding
force) terhadap orang yang perilakunya diatur. Aturan adalah hukum, dan
hukum yang jika valid adalah norma. Jadi hukum adalah norma yang
memberikan sanksi.’

Bukankan kaidah hukum itu berhasil mengarahkan prilaku warga
masyarakat, dan itu adalah salah satu sasaran utama kaidah hukum. Itu sebabnya

orang menyebut keberlakuan faktual hukum adalah juga efektifitas hukum.®

Kemudian mengenai dasar berlakunya atau validitas dari suatu peraturan
atau norma hukum terletak pada peraturan atau norma hukum yang lebih
tinggi lagi, dan pada ahirnya sampai pada suatu peraturan atau norma yang
tertinggi, yaitu norma dasar (grundnorm/basic norm) norma hukum itu
sendiri mendapatkan dasar berlakunya atau validitasnya dari suatu postulat
yang telah dianggap demikian asanya dan disepakati masyarakat umumnya,
tidak téerkecuali jika norma hukum tersebut tidak sgjalan dengan nilai-nilai
moral.

Hans Kelsen dalam tulisan Muhammad Erwin memberikan penjelasan
tentang kevaliditasan hukum sebagai berikiut:

a. a norm exist with binding force; (norma yang ada harus mempunyai
kekuatan mengikat);

b. a particular norm concerned is identiflaby part of legal order which is
efficacious; (norma tertentu yang bersangkutan bagian dari tatanan
hukum yang berkhasiat);

c. anormis conditioned by another norm of higer level in the hierarchy of
norm; (norma dikondisikan oleh norma lain dari tingkat dalam hierarki
norma);

d. a norm which is justified in conformity with the besic norm; *°(norma
yang dibenarkan sesuai dengan norma kebiasaan).™

" Jimli Asshiddigie dan Ali Safa’at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Jakarta:
Kongtitus Press, halaman 35.

8 JJH. Bruggink. 1996. Refleksi Tentang Hukum, Pengertian-Pengertian Dasar Dalam
Teori Hukum, Jakarta: Citra Aditya Bakti, halamanl144.

° Muhamad Erwin. Op.,Cit, halaman 170.

' |bid, halaman 171.

! Diterjemahkan oleh Penulis
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Membicarakan lebih lanjut mengenai validitas dari suatu peraturan dapat
ditarik kessmpulan awal bahwa berlakunya sebuah norma peraturan di tengah-
tengah masyarakat atau di suatu negara, peraturan atau norma yang akan
diberlakukan tidak bertentangan dengan hierarki perundang-undangan atau hukum
yang di atasnya (grundnorm) dan sebuah norma peraturan tersebut harus sesuai
dengan nilai-nilai luhur, nilai kebiasaan, nilai agama oleh masyarakat sekitar, dan
jika aspek aspek tersebut dapat di penuhi maka suatu norma peraturan akan dapat
di berlakukan sebagai aturan.

Dalam tulisanya Hans Kelsen juga menjelaskan tentang validitas sebagai
berikut:

“Apakah hakikat dari validitas hukum, seperti dibedakan dari efektivitas
hukum? Perbedaannya dapat dilukiskan dengan sebuah contoh : suatu
peraturan hukum melarang pencurian, menetapkan bahwa setiap pencuri
harus dihukum oleh hakim. Peraturan ini valid bagi semua orang yang
dengan demikian melarang pencurian kepada mereka, yaitu individu-
individu yang harus mematuhi perturan tersebut, yakni para subjek dari
peraturan tersebut. peraturan hukum adalah valid terutama bagi mereka
yang benar-benar mencuri dan dalam melakukan pencurian tersebut
melanggar peraturan tersebut. dengan kata lain, peraturan hukum adalah
valid meskipun dalam kasus-kasus dimana perturan hukum itu kurang
efektif.”"?

Mengenai suatu norma telah di positifkan sebagai aturan hukum yang
prinsipal mempunyai sifat “perintah” dan “memaksa” bahwa seseorang
diharuskan taat kepada hukum karena negara mengehendakinya dan individual
harus menaati peraturan-peraturan tersebut agar setigp permasalahan akan
mendapatkan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan sebagai tujuan termegah

hukum sebagai suatu titik ukur kejahatan dan kebaikan di dunia.

2 Hans Kelsen. 2007. Teori Umum Hukum Dan Negara, Jakarta: Bee Media Indonesia,
halaman 35.
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Seharusnya suatu norma hukum yang tidak bertentangan dengan
(grondnorm) dan nilai-nilai moral, sosial, agama yang di yakini oleh masyarakat
dalam suatu negera, validitas berlakunya sebuah hukum tidak semestinya harus
“memaksa” agar norma hukum tersebut berlaku, tetapi harus timbul kesadaran
hukum bagi setiap individu yang dapat merubah budaya hukum masyarakat,
dikarenakan landasan awal yang menjadi tujuan adanya negara juga menjadi
tujuan ataupun tumpuan harapan bagi setiap individu yang bernegara, karena oleh
itu setiap individu yang ada dalam negara mematuhi peraturan (hukum) yang ada
dalam negara bukan karena “perintah’ dan atau “paksaan” semata, melainkan juga
pada pengertian bahwasanya negara itu sendiri merupaklan bagian (cerminan) dari
setiap individu dalam negara.

Pemaparan yang disampaikan penulis di atas sesua dengan pandangan
Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang menyatakan “kaidah hukum adalah
peraturan yang dibuat atau yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa
masyarakat atau penguasa negara, mengikat setiap orang, dan berlakunya dapat
dipaksakan oleh aparat penegak hukum atau aparat negara, kaidah hukum
ditujukan pada sikap lahir manusia atau perbuatan yang dilakukan manusia.™®

Ketika hukum digambarkan sebagai “perintah” atau “ekspresi kehendak”

legidlator, dan ketika tata hukum dikatakan sebagai perintah atau keinginan

Negara, maka sehararusnya dipahami sebaga a figurative mode of speech.

Jika aturan hukum adalah suatu perintah, maka merupakan perintah yang

depsybologized, yaitu suatu perintah yang tidak mengimplikasikan makna
adanya keinginan secara psikologis.*

3 M. Efran Helmi Juni. 2012. Filsafat Hukum, Bandung: PT. Pustaka Setia Bandung,
halaman 41.
1 Jimli Asshiddigie dan M. Ali Safa’at. Op.,Cit, halaman 39.
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Hans Kelsen membuat suatu pembagian yang paling luas, wilayah
berlakunya peraturan hukum dapat dibagi dalam empat bagian “sphere of space”
(teritoriall ruimtegebied, grondgebied), “personal spahere” (personengebied)
dan “material sphere” (zakengebied). Berdasarkan pembagian Hans Kelsen ini
maka dapatlah dikemukakan empat pertayaan peraturan hukum itu berlaku
“terhadap siapa”, “dimana”, “mengenai apa” dan “pada waktu apakah”.*®

Dalam pandangan Hans Kelsen, pemaksaan atau penggunaan kekerasan
(coercian) adalah ciri penting dari hukum, sehingga motifasi moral atau agama
adalah juga merupakan suatu hal yang penting, karena mempunyai daya efektif
lebih tinggi di bandingkan dangan rasa kwatir terhadap suatu pemaksaan atau dari
sanksi hukum.*®

Pandangan Hans Kelsen tersebut di atas dapat di kembangkan hukum
memang harus dilaksanakan dengan unsur paksaan dan kekerasan (concercian)
dan untuk pelaksanaan dan menjalankan sanksi hukum di masyarakat, tetapi
hukum juga harus mengakomodir pandangan agama atau moral, agar hukum
berjalan tidak liar dan brutal, agar tujuan kepastian, kemanfaatan, serta keadilan
dapat di laksanakan dengan sungguh-sungguh tanpa mencederai dan megusik hak
asas manusia yang telah diberikan konstitusional negera kepada rakyatnya.

Kaidah-kaidah hukum itu mewujudkan is aturan-aturan hukum. Banyak
dari kaidah-kaidah hukum itu yang oleh pembentuk undang-undang dirumuskan

dalam aturan-aturan hukum itu didalam peradilan diinterpretasi oleh hakim.

15 E. Utrech dan Moh. Saleh Djindang. 1989. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Jakarta:
PT. Ictiar Baru, halaman 28.
1 Muhamad Erwin. Op., Cit, halaman 172.
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Interpretasi itu menghasilkan keputusan-keputusan, yang melalui generalisasi
menimbulkan kaidah-kaidah hukum yang baru.

Kadang-kadang kaidah-kaidah hukum ini oleh hakim sendiri dalam
putusannya diletakkan kedalam aturan-aturan hukum. Proses pemositivan
kaidah hukum itu kedalam aturan hukum terus menerus terjadi berulang-
ulang. Demikianlah hukum itu selalu dalam keadaan bergerak. Perubahan
yang berlangsung terus menerus itu memunculkan pertanyaan apakah tidak
dapat ditentukan lebih jauh, pada kaidah hukum yang mana kita pada suatu
saat tertentu harus berpegangan. Itu adalah pertanyaan tentang keberlakuan
hukum. Problematika tentang keberlakuan hukum sering dibahas dalam
teori kaidah-kaidah hukum. Dalam teori-teori itu dibedakan berbagai sifat
kaidah hukum.’

Kaidah hukum tidak mempersoalkan sikap batin seseorang apakah sifat
tersebut baik atau tidak, tetapi persoalan yang diangkat oleh kaidah hukum adalah
perbuatan atau perilaku lahirnya, dengan demikian kaidah hukum tidak
memandang baik atau buruk sikap batiniah seseorang.

Efran Helmi Juni dalam tulisanya membagi kaidah hukum dari sis sifat

yang dimanadi paparkan sebagai berikut:

a. hukum yang imperatif, maksudnya kaidah hukum bersifat apriori, harus
di taati, bersifat mengikat dan memaksa. Tidak ada pengecualian di mata
hukum (aquality before the law);

b. hukum yang fakultatif, hukum tidak secara apriori mengikat. Kaidah
fakultatif bersifat sebagai pelengkap. Contoh: Setiap warga negara
berhak untuk menegemukakan pendapat, apabila seseorang berada di
dalam forum, ia dapat, mengeluarkan pendapatnya atau tidak sama
sekali.™®

Kemudian Efran Helmi Juni dalam tulisanya membagi kaidah hukum dari

sis bentuknya yang dimana dipaparkan sebagai berikut:

a. kaidah hukum tidak tertulis yang biasanya tumbuh dalam masyarakat
dan bergerak sesuai dengan perkembangan masyarakat;

17 3.JH. Bruggink. Op.,Cit, halaman 151
8 M. Efran Helmi Juni. Op.,Cit, halaman 42.



17

b. kaidah hukum tertulis, biasanya dituangkan dalam bentuk undang-
undang dan sebagainya. Kelebihan kaidah hukum tertulis adalah
kepastian hukum, mudah diketahui, dan penyederhanaan hukum serta
kesatuan hukum.™

Dari pemaparan yang di tuangkan Efran Helmi Juni dalam tulisanya yang
membagi kaidah hukum dari sisi bentuk menjadi dua jenis (tertulis dan tidak
tertulis) dimana hukum yang tidak tertulis hidup dan tumbuh di tengah-tengah
masyarakat dan mengikuti perkembanganya sedang hukum yang tertulis
dituangkan dalam bentuk tulisan atau kodifikasi yang dimana bertujuan utama
demi adanya kepastian hukum di tengah masyarakat, mudah diketahui, serta
kesatuan hukum, dimana mempunyai hirarki antara undang-undang yang rendah
ke undang-undang di atasnya tidak boleh saling bertentangan atau kontradiksi
peraturan yang dapat menimbulkan hilangnya kepastian hukum.

Efran Helmi Juni dalam tulisanya memberikan pemaparan teori berlakunya
kaidah hukum dapat dibedakan sebagai mana pemaparan berikut:

a. kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuanya didasarkan
pada kaidah yang lebih tinggi tingkatanya, atau menurut cara yang telah
ditetapkan, atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara
kondisi dan akibat. Secara filosofis, berlakunya kaidah hukum apabila
dipandang sesuai dengan cita-cita masyaakat;

b. kaidah hukum, berlaku secara sosiologis, apabila kaidah hukum tersebut
efektif, artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun
tidak diterima oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi
berlaku karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan).
Berlakunya kaidah hukum secara sosiaologis menurut teori pengakuan,
apabila kaidah hukum tersebut diterima dan diakui oleh masyarakat.
Menurut teori paksaan berlakunya kaidah hukum apabila dipaksakan
oleh penguasg;

c. kaidah hukum tersebut berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan
cita-cita hukum sebagai nila positif yang tertinggi;

d. kaidah hukum sebaiknya mengandung tiga aspek tersebut, yaitu jika
berlaku secara yuridis, kaidah hukum hanya merupakan hukum yang

19| bid, halaman 42.
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mati, dan apabila berlaku secara sosiologis karena dipaksakan, kaidah
hukum tersebut tidak lebih hanya sekedar alat pemaksa. Apabila kaidah
hukum hanya memenuhi syarat filosofis kaidah hukum tersebut tidak
lebih dari kaidah hukum yang dicita-cita kan.”

Berlakunya kaidah hukum di tengah-tengah masyarakat sebaiknya harus
berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis dikarenakan apabila ketiga aspek
ini tidak terpenuhi secara sempurna dalam kaidah hukum yang melekat pada
masyarakat, maka akan cenderung terlaksana secara "memaksa” atau hanya
sepintas keinginan penguasa semata, maka oleh karena itu kaidah hukum harus
memenuhi aspek-aspek tersebut agar kepastian, kemamfaatan serta keadilan akan
tercapal dengan baik.

Algra dalam tulisan Bruggink mengatakan, Algra/Duyvendak misalnya
mengatakan “Putusan apakah suatu cara berbuat sesuai dengan hukum
(rechtmatig) atau melawan hukum (onrechtmatig), didasarkan pada aturan yang
dalam tatanan hukum diakui sebagai kaidah hukum yang berlaku.*

Mengena pandangan Algra tentang aturan sebagai hukum, ajaran tentang

grundnorm bertolak dari pemikiran yang hanya mengakui undang-undang

sebagai hukum, maka kelsen menggarkan adanya grundnorm yang
merupakan induk yang melahirkan peraturan-peraturan hukum, dalam suatu
tatanan sistem hukum tertentu, jadi antara grundnorm yang ada pada tata

hukum A, tidak meski sama dengan grundnorm pada tata hukum. B

grundnorm ibarat bahan bakar yang menggerakkan seluruh sistem hukum.

Grundnorm memiliki fungsi sebagai dasar mengapa hukum itu ditaati dan

mempertanggungjawabkan pelaksanaan hukum.*

Aturan skunder menjelaskan tentang apa kewagjiban masyarakat yang

diwgjibkan oleh aturan, melalui prosedur apa sehingga suatu aturan baru

% | bid, halaman 42-42.

21 3.JH. Brugink. Op. Cit, halaman 143.

2 Achmad Ali. 2009. Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judical
Prudence) Termasuk Interpretass Undang-Undang (Legisprudence), Jakarta: Kencana, halaman
52.
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memungkinkan untuk diketahui, atau perubahan atau pencabutan suatu aturan
lama. Bagaimana suatu persengketaan dapat dipecahkan, mengenai apakah suatu
aturan primer telah dilanggar, atau sigpa yang mempunya otoritas untuk
menjatuhkan hukuman bagi pelangar aturan.

Suatu tipe penting dari aturan sekunder adalah tentang aturan, recognition
atau the rule of recognition. Aturan ini menentukan keadaan yang tergolong
hukum dan keadaan mana yang tergolong bukan hukum. the rule of recognition
berbeda dengan aturan lain dalam sistem hukum. Aturan lain hanya sah, setelah
diakui oleh the rule of recognition. Tetapi, gagasan tentang validitas tidak berlaku
bagi the rule of recognition, ia diterima sebagai sah oleh pengadilan, pegabat, dan
perseorangan eksistensinya adalah nyata.

Dalam masyarakat modren terdapat bermacam-macam rule of recognition,
dan juga mempunya sangat banyak jenis sumber hukumnya. Mereka itu
mencakup misalnya, konstitus tertulis, perundang-undangan, putusan
pengadilan. Didalam pandangan analisis hukum dari Hart, sistem hukum
adalah suatu network aturan-aturan yang keseluruhanya ditelusuri kembali
validitasnya pada the rule of recognition. Setigp aturan yang tidak dapat
ditelusuri kembali validitasnya pada the rule of recognition tadi, bukan
hukum dan bukan bagian sistem hukum.?

Objek dari ilmu hukum adalah norma hukum yang di dalamnya mengatur
perbuatan manusia, baik sebagai kondisi maupun konsekwensi dari kondisi
tersebut, hubungan antar manusia hanya menjadi objek dari ilmu hukum
sepanjang hubungan tersebut diatur dalam norma hukum.?*

Norma hokum tidak hanya berupa norma umum semata (general norms)

tetapi juga meliputi normaindividu, yaitu norma yang menentukan tindakan
seseorang individu dalam suatu situasi tertentu dan norma tersebut harus

% Ibid., halaman 55.
2 Jimli Asshiddigie dan M. Ali Safa’at. 2014. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Cetakan
Keempat, Jakarta: Konsitusi Pers, halaman 14.
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valid hanya pada kasus tertentu serta mungkin dipatuhi atau dilaksanakan
hanya sekali sgja. Contoh normaindividu adalah keputusan pengadilan yang
kekuatan mengikatnya terbatas pada kasus tertentu dan orang tertentu.
Dengan demikian kekuatan mengikat atau validitas hukum secara intristik
tidak terkait kemungkinan karakter umumya, tetapi hanya karekternya
sebagai norma.®

Keputusan hakim (vardick)?® pada dasarnya diambil dalam tuduhan yang
ditujukan terhadap terdakwa dalam persindangan peradilan, dan hakim
menjatuhkan hukuman berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan terlebih
dahulu.

Batasan-batasan dari teori-teori yang dipaparkan di atas, didasarkan
penganut asas legalitas dari zaman dahulu sampa sekarang yang
menentukan bahwa dalam pengenaan pidana diperlukan undang-undang
terlebih dahulu, petunjuk undang-undang yang menetapkan peraturan
tentang pidananya, tidak hanya tentang crime atau delicium nya ialah
tentang perbuatan mana yang dapat dikenakan pidana.?’

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunkan teori
kepastian hukum sebagal pisau andlisis, berdasarkan judul penelitian
Penanggulangan tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas oleh kantor Bea dan
Cuka Tanjug Balai, maka peneliti akan mengkaji dan meneliti kepastian hukum
terhadap perbuatan yang dilakukan pelaku.

b. Teori Kebijakan Hukum Pidana
1). Teori Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)
a). Pengertian Kebijakan Hukum Pidana
Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris yakni Policy atau dalam

bahasa Belanda Politiek yang secara umum dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip

2 Jimli Asshiddigie dan M. Ali Safa’at. Op.,Cit, halaman.
% Anwarsyah Nur. Op.,Cit, halaman 31.
“’'Bambang Waluyo. 2008. Pidana Dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 121.
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umum yang berfungs untuk mengarahkan pemerintah (dalam arti luas termasuk
pula aparat penegak hukum dalam mengelola, mengatur, atau menyelesaikan
urusan-urusan publik, masalah-masalah masyarakat atau bidang-bidang
penyusunan peraturan perundang-undangan dan pengaplikasian hukum/peraturan,
dengan tujuan (umum) yang mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan
atau kemakmuran masyarakat (warga negara) %

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum
pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Daam
kepustakaan asing istilah politik hukum pidanaini sering dikenal dengan berbagai
istilah, antaralain penal policy, criminal law policy atau staftrechtspolitiek..?

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah
politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu ; *

1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-
dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
3. Cara bertindak (dalam menghadapi atau menangani suatu masalah)
kebijakan.
Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik
hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah

politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu : **

8 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya Bakti
(Bandung, 2010), Halaman : 23-24.
Aloysius  Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya (Y ogyakarta, 1999), Halaman : 10.
% Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Baai
Pustaka (Jakarta, 1998), Halaman : 780.
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1. Perkataan politiekdalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang
berhubungan dengan negara;
2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan
negara.
Menurut Mahfud, politik hukum sebagai legal policy yang akan atau telah
dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi : *
1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan
terhadap materi-  materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi
lembagadan pembinaan para penegak hukum.
Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, sebagai berikut: >
Politik hukum merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum
yang  menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan
mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-
kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut
merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari ius contitutumyang telah
ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum
berusaha untuk menyusun lus constituendum atau hukum pada masa yang akan

datang.

% Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian
Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminilisasi, Pustaka Pelgjar (Y ogyakarta, 2005), Halaman : 11.

¥ Moh. Mahfud M.D, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media
(Yogyakarta, 1999), Halaman : 9.

% Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, Politik Hukum dalam Sketsa, Fakultas Hukum
UNDIP (Semarang, 2000), Halaman : 35.
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Menurut Utretch, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang
harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan
kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu lus constituendum (hukum yang
akan berlaku) dan berusahan agar lus constituendumitu pada suatu hari berlaku
sebagai 1us constitutum (hukum yang berlaku yang baru). 3

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas
memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosia dan
hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan
pada hukum yang seharusnya berlaku (lus constituendum).Sedangkan pengertian
Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan
perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan
hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau
masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-
undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif. %

Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara
negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari
hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk
menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum
yang berlaku di masa mendatang (lus constituendum). *

Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu

pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di

% Abdul Latif dan Hasbih Ali, Politik Hukum, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011),
Halaman : 22-23.

% |bid Halaman : 24.

% |mam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada (Jakarta, 2010), Halaman : 26-27.
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wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan
hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku
pada saat ini (lus constitutum), dan mengenai arah perkembangan hukum yang
dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (lus
constituendum) ¥

Menurut Garda Nusantara, Politik hukum meliputi : %

1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten;

2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan
hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan
hukum baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang
terjadi dalam masyarakat;

3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan
pembinaan anggotanya;

4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok
elit pengambil kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara
bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum
pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan,
memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan

oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya

37 |bid. Halaman 55
% |bid, Halaman 31
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untuk dapat menanggulangi kegahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan
hukum pidana atau politik hukum pidana.*®

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik
hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah:*°

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk
menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan
untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk
mencapal apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum
pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan
pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan
pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-
masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung
makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.**

Menurut Marc Ancel, pengertian penal policy (Kebijakan Hukum Pidana)
adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis
untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan

untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga

¥ Aloysius Wisnubroto, Op Cit, Halaman : 10.
“0 Barda Nawawi Arief, Op Cit, Halaman : 24
> Aloysius Wisnubroto, Op Cit, Halaman : 11.
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kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada
penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.*

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleks atau
melakukan kriminalisas dan dekriminalisas terhadap suatu perbuatan. Disini
tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan
sebagal tindak pidana atau bukan, serta menyeleks diantara berbagai alternatif
yang ada mengena apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa
mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan
kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat
dikategorikan sebaga tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya
sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah
satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi
tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang
melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana. **

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut
proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses
pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleks diatara berbagai aternatif
yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang.
Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai
kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana

(perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban

“2 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..., Op Cit, Halaman : 23.
“ Yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum, PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), Halaman : 58-59.
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pidana dan berbagai aternatif sanks balk yang merupakan pidana maupun
tindakan). *

Dalam ha mencapai tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja
sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni
tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana,
melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-
undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa sga
yang akan dilakukan, dalam mengadapi persoalan tertentu dibidang hukum
pidana, dan keahatan yang terjadi selau berorientasi pada kebijakan
penanggulangan kejahatan terpadu, sebagai upaya yang rasional guna pencapaian
kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.*®

b). Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana
Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan
sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan
pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan
sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada
pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana
dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi
hukum pidana yang terdiri dari :*°
1. Kebijakan formulatif/legidatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum

pidang;

“ Muladi dalam Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, Total Media (Y ogyakarta,
2009), Halaman : 45-46.

“ gyaiful Bakhri, Ibid, Halaman : 83-84.

“6 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..., Op Cit, Halaman : 24.
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2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.
Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana.
Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir
memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana
beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme
pel aksanaan pidana.*’
Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana
ialah garis kebijakan untuk menentukan : @
1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau
diperbaharui;
2. Apayang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinyatindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana
harus dilaksanakan.
Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan
hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana
diarahkan pada konkretisasi/operasionaisasi/funsionalisasi  hukum pidana
material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum
pel aksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan
tindakan-tindakan :*
1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan

hukum pidana;

*" Ibid, Halaman : 28-29.
“8 Aloysius Wisnubroto, Op Cit, Halaman : 12.
* |bid, Halaman : 14.
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2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesua dengan kondis
masyarakat;
3. Bagamana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan
hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam
rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan
perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah
kebijakan (policy). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal
(pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni : *°

1. Tahap formulasi (kebijakan legidatif);
2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisia);
3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya
tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legidatif/fformulatif berwenang
dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang
berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan
yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi
apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi

merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak

% Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group (Jakarta, 2007), Halaman : 78-79.
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hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan
hukum pidana oleh aparat pelaksanaleksekusi pidana. >
Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus
memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan
pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi
harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulasi berada diluar sistem hukum
pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling
stategis dari penal policy karena pada tahapan tersebut legidatif berwenang dalam
hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang
berorientas pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang
bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanksi apa
yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan
hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-
undang (aparat |egislatif).>
Perencanaan (planning) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut Nils
Jareborg mencakup tiga masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu masalah:>
1. Perumusan tindak pidanalkriminalisass dan pidana yang diancamkan
(criminalisation  and threatened punishment);
2. Pemidanaan (adjudication of punishment sentencing);
3. Pelaksanaan pidana (execution of punishment).
Berkaitan dengan kebijakan kriminaliasasi, menurut Sudarto bahwa perlu

diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut : >*

°! |bid, Halaman : 80.
> I bid.
%3 Nils Jareborg dalam Barda Nawawi Arif, 1bid, Halaman : 81.
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1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil
dan spritual berdasarkan dengan Pancasila; sehubungan dengan ini
(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan
mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi
kesgjahteraan dan pengayoman masyarakat;

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum
pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan
yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan
hasil (cost  and benefit principle);

4. Penggunanan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badn penegak hukum vyaitu jaringan
sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Sgjalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, menurut Bassiouni
bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus
didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan
bermacam-macam faktor, termasuk : >

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan
hasil-hasil  yang ingin dicapai;

2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya

dengan tujuan-  tujuan yang dicari;

** Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni (Bandung, 1983), Halaman : 23.
% Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II, Alumni
(Bandung, 1998), Halaman :166.
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3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya
dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber
tenaga manusia;

4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan
dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

Hal lain yang diperlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang
berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum
pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada
umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung
nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut
adalah :

1. Pemeliharaan tertib masyarakat;

2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-
bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;

3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanngar hukum;

4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar
tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusian dan keadilan
individu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat
kriminalisasi pada umumnya adalah : *°

1. Adanyakorban;

2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembal asan;

% |bid, Halaman : 167.
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3. Harus berdasarkan asas ratio-principle; dan

4. Adanya kesepakatan sosia (public support).

Selanjutnya, untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang
dilarang oleh hukum pidana, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : *’

1. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang jahat atau tidak
dikehendaki oleh masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan kata
lain jahat berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik
kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum
negara);

2. Diperhatikan pula kesiapan aparatur penegak hukum dalam menegakkan
hukum pidana itu nantinya, baik itu kesigpan secara kualitatif yang
menyangkut profesionalisme aparatur, maupun dari segi kuantitatif, yakni
apakah seimbang dengan kuantitas aparat sehingga tidak menjadi beban
baginya;

3. Diperhatikan pulacost and benefit principle, artinya biaya pembuatan suat
peraturan pidana harus benar-benar diperhitungkan apakah sudah sesuai
dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana, atau apakah sudah tersedia
biaya yang memadai dalam penegakan hukum itu nantinya, sebab
ketidaksiapan biaya penegakan hukum (termasuk pengadaan sarana dan
prasarananya) justru akan menyakiti masyarakat.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisas yaitu

perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang

* Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian
Kehijjakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelgjar (Y ogyakarta, 2005), Halaman : 51.



sebaiknya dikenakan pada s pelaku tindak pidana.  Kriminalisas
dan penaliasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan
pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach).
Kriminalisasi (criminalisation) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum
(actus reus), pertanggungjawaban pidana (mens rea) maupun sanks yang dapat
dijatuhkan baik berupa pidana (punishment) maupun tindakan (treatment).
Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan
represif yang melanggar prinsip ultimum remedium (ultima ratio principle) dan
menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan
(cever criminalisation), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi
dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis
dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.®
Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud
peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindak
lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum,
dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem

hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.®

% Teguh Prasetyo, Kriminalisas dalam Hukum Pidana, Nusa Media (Jakarta, 2011),
Halaman : 27-28.

% Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum Vol. 1 No.
3tangga 22 Agustus 2003, Halaman : 1-2.

% | ihat Hakristuti Harkrisnowo, Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk
Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.
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Istilah  penegakan dalam bahasa Inggris dikenal  dengan
istilah enforcement dalam Black law dictionary diartikanthe act of putting
something such as a law into effect, the execution of a law.Sedangkan penegak
hukum (law enforcement officer) artinya adalah those whose duty it is to preserve
the peace. ® Daam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang
mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum,
dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga
mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.®

Sudarto memberi arti penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan,
baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi
(onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang mungkin akan terjadi
(onrecht in potentie).®® Sedangkan menurut Soerjono  Soekanto, secara
konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang
mantap dan mengegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai
tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian

pergaulan hidup.®*

® Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, St. Paulminn West Publicing, C.O,
1999, Halaman : 797.

62 Departemen Pendidkan dan K ebudayaan, Kamus Besa, Op Cit, Halaman : 912.

% Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni (Bandung, 1986), Halaman : 32.

% Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT. Rgja
Grafindo Persada (Jakarta, 2005), Halaman : 5.
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Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian,

yaitu : ®

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana

sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive
law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin
dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum
acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri
memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu
sebagal syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang

lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement;

. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan
hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara

maksimal;

. Actual enforcement, dianggap not a realistic expectation, sebab adanya

keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, aat-alat
investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan
keharusan dilakukannyadiscretiondan sisanya inilah yang disebut

dengan actual enforcement.

40.

% Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip (Semarang, 1995), Halaman :
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Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana
menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law
application) yang melibatkan berbagal sub-sistem struktural berupa aparat
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya
tentu sgja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah
dipandang dari 3 dimensi, yaitu : ®

1. Penerapan hukum dipandang sebagi sistem normatif (normative
system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan
nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative
system) yang mencakup interaks antara pelbagai aparatur penegak hukum
yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;

2. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam
arti  bahwa daam mendefiniskan tindak pidana harus pula
diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan
masyarakat. Sehubungan dengan pelbagai dimens di atas dapat dikatakan
bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan
keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku
sosial.

Jadi, kebijakan hukum pidana (penal policy) operasionalisasinya melalui
beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legidatif), tahap aplikasi

(kebijakan  yudikatifyudisa)  dan  tahap  eksekus  (kebijakan

% |bid,, Halaman : 41.
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eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan
tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan
melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legidatif
merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan
dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.®’

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan
menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau
langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan
menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus
benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung
berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi
diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan
yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional. ®

2). Teori Kebijakan Hukum (Non Penal)

Dalam sistem peradilan pidana pemidaan itu bukanlah merupakan tujuan
akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan pidana
atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat
menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau
diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana
disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar - benar diperlukan

semestinyatidak usah diterapkan.

®" Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum..., Op Cit, Halaman : 75.
% Syaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia, Total Media (Y ogyakarta,
2009), Halaman : 155.
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Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek saja dari
usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha
masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non penal
dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya
non pena ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan
peradilan pidanadalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi
kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana pena dan non
penal.

Menurut M. Hamdan, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari
kebijakan sosia pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya
perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur,
yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana(criminal law
application)
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:

a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment), termasuk di
dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.

b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kegahatan dan
pembinaan lewat media massa (influencing views of society on crime and
punishment).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan
kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive”

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan
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jalur  “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif”
(pencegahan/penangkal an/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana,
artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan
pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa
pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidaan tidak
menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana non pena diintensifkan dan
diefektifkan, disamping beberapa aasan tersebut, juga masih diragukannya atau
dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik
kriminal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih
bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya
adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-
faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-
kondisi sosia yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau
menumbuhsuburkan keahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik
kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi
kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres
PBB mengena “The  Prevention of Crime and Treatment of
Offenders” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-
sebab timbulnya kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor

kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak



41

dapat diatas semata — mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal”
dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “non penal”. Salah satu jalur “non
penal” untuk mengatasi masalah — masalah sosial seperti dikemukakan diatas
adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (social policy). Yang dalam skema G.P.
Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “prevention without
punishment”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya - upaya
rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan
atau perencanaan pembangunan nasiona yang meliputi berbagai aspek yang
cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian
idlah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik
secara individual sebagai anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan
keluarga (termasuk masalah kesgahteraan anak dan remaja), serta masyarakat
luas pada umumnya. Penggarapan masalah “mental health”, “national mental
health” dan ““child welfare” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di
atas sebagai salah satu jalur “prevention (of crime ) without punishment™ (jalur
“non penal”). Prof. Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang
taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan
pendidikan agama” merupakan upaya — upaya non penal dalam mencegah dan
menanggulangi kejahatan.®®

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak

berarti semata — mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan

% Mahfud MD, “Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar |deologi Negara”, Dimuat
dalam Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Pancasila, Majalah Konstitusi No.52-Mei 2011
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nila — nilau pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan
masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal
dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan
religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat
dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan
seluruh potensi dukungan dan dan partisipas masyarakat dalam upaya untuk
mengektifkan dan mengembangkan ““extra legal system’ atau “informal and
traditional system” yang ada di masyarakat.

Upaya non pena yang paling strategis adalah segala upaya untuk
menjadikan masyarakat sebagai lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang
sehat (secara materiil dan immateriil) dari faktor — faktor kriminogen. Ini berarti,
masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal
kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari
keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya — upaya non penal dapat ditempuh
dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosial dan dengan mengali
berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non
penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-
preventif.

Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan
teknologi (dikenal dengan istilah ““techno-prevention”) dan pemanfaatan potensi
efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengenai yang terakhir ini, Prof.
Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan

secara kontinu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif
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bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan
razialoperasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan
yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif
dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non pena yang perlu
diefektifkan.

Tindakan hukum dikatakan “efektif” ketika perilaku bergerak kearah yang
dikehendaki, ketika subyek patuh atau menurut, banyak tindakan hukum tidak
“efektif” dalam pengertian ini. Orang-orang mengabaikan atau melanggar
ketentuan.Lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman,
yakni sanksi positf dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang
menjadi subyek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para
pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel “hukuman” adalah bersifat
menyakitkan dan “imbalan” adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga
konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis. Bentuk-
bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah denda dan kurungan.
Hukuman fisik atau hukuman jasmaniah lainnya, pada masa lau, sering
digunakan dalam hukum.”

Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana
pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya
ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan
sangat diperlukan.Upaya non penal merupakan kerangka pembangunan hukum

nasional yang akan datang(ius constituendum). Pencegahan kejahatan harus

"0 satjitpto Rahardjo, 2009, Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang
Baik, Penerbit Buku Kompas, Jakarta



mampu memandang realitas sosid masyarakat, hukum sebagai panglima harus
mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial.”

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung
kebutuhan — kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang
berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di
segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana
yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus
berfungs sebaga sarana menunjang perkembangan modernisasi  dan
pembangunan yang menyeluruhpembangunan hukum pada hakikatnya mencakup
pembinaan hukum serta pembaharuan hukum. Pembinaan hukum pada hakikatnya
berarti usaha — usaha untuk lebih menyempurnakan hukum yang sudah ada,
sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat.”

Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang
bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah
hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka fasafah, nilai
kebudayaan dan basis sosia yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo
mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya.
Setiap kali hukum dan cara berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya
maka kita akan dihadapkan pada cara berhukum yang tidak substansil. Hukum itu
merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat

untuk berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan

™ |Lawrence M.Friedman, 2011, Sistem Hukum, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Cet.ke-
4, Nusa Media, Bandung

2 Barda Nawawi, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta
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yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang
berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang
steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan
juga berada dalam kenyataan masyarakat.

Optimalisasi jalur non penal sgaan dengan cita-cita bangsa dan tujuan
negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila” Segala bentuk
pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya
pancasila merupakan tonggak konvergensi berbaga gagasan dan pemikiran
mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para
pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan Iuhur (modus vivendi) yang
kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam ha ini, upaya non
penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita
Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang
akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukan kemana bangsa dan
negara harus dibangun.”

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunkan teori
kebijakan hukum sebaga pisau analisis, berdasarkan judul pendlitian
Penanggulangan tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas oleh kantor Bea dan
Cukai Tanjug Balai, maka peneliti akan mengkaji dan meneliti kebijakan hukum

terhadap tindak pidana penyelundupan.

¥ M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta
™ Susanto, Anthon F, 2004, Wajah Peradilan Kita, Refika Aditama, Bandung
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c. Teori Hukum Sebagai Sistem.

Asanya orang hanya melihat dan bahkan terlalu sering mengidentikan
hukum dengan peraturan hukum atau/bahkan lebih sempit lagi, hanya dengan
undang — undang sgja.Padahal, peraturan hukum hanya merupakan salah satu unsu
sga dari kesdluruhan sistem hukum, yang terdiri dari 7 (tujuh) unsur sebagai
berikut :

1. asas-asas hukum (filsafah hukum)
2. peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari :

a. Undang-undang

b. peraturan-peraturan pelaksanaan undang-undang

C. yurisprudensi tetap (case law)

d. hukum kebiasaan

e. konvensi-konvens internasional

f. asas-asas hukum internasional

3. sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab dan sadar

hukum.
4. pranata-pranata hukum
5. lembaga-lembaga hukum termasuk :
a. struktur organisasinya
b. kewenangannya
C. proses dan prosedur

d. mekanisme kerja
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6. sarana dan prasarana hukum, seperti ;
a. furnitur dan lain-lain alat perkantoran, termasuk komputer dan system
b. mangjemen perkantoran
c. senjatadan lain-lain peralatan (terutama untuk polisi)
d. kendaraan
e. ggi
f. kesgahteraan pegawai/karyawan

g. anggaran pembangunan, dan lain-lain

7. Budaya hukum, yang tercermin oleh perilaku para pejabat (eksekutif,
legidlative maupun yudikatif), tetapi juga perilaku masyarakat (termasuk
pers), yang di Indonesia cenderung menghakimi sendiri sebelum benar-
benar dibuktikan seorang tersangka atau tergugat benar-benar bersalah
melakukan suatu kejahatan atau perbuatan tercela

M aka sistem hukum terbentuk oleh sistem interaksi antara ketujuh unsur di
atas itu, sehingga apabila salah satu unsurnya sgja tidak memenuhi syarat, tentu
seluruh sistem hukum tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Atau apabila
salah satu unsurnya berubah, maka seluruh sistem dan unsur-unsur lain juga harus
berubah. Dengan kata lain : perubahan undang-undang sgja tidak akan membawa
perbaikan, apabila tidak disertai oleh perubahan yang searah di dalam bidang
peradilan, rekruitmen dan pendidikan umum, reorganisasi birokrasi, penyelarasan
proses dan mekanisme kerja, modernisasi segala sarana dan prasarana serta

pengembangan budaya dan perilaku hukum masyarakat yang mengakui hukum
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sebagal sesuatu yang sangat diperlukan bagi pergaulan dan kehidupan
bermasyarakat dan bernegara yang damai, tertib dan sejahtera.”

Dikaitkan dengan penelitian yang akan dikaji, penulis menggunkan teori
hukum sebagai suatu sistem sebagai pisau analisis, berdasarkan judul penelitian
Penanggulangan tindak pidana Penyelundupan pakaian bekas oleh kantor Bea dan
Cukai Tanjug Balai, maka peneliti akan mengkaji dan meneliti kaitan tindak
pidana penyel undupan dengan teori hukum sebagai suatu sistem.

2. Kerangka Konsep

Kerangka konsep merupakan gambaran bagaimana hubungan antara
konsep-konsep yang diteliti. Konsep hukum dapat dirumuskan sebagai suatu
gagasan yang dapat direalisaskan dalam kerangka berjalan aktivitas hidup
bermasyarakat secara tertib.”® Penguraian suatu pokok atau bagianya dan
penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antara bagian untuk memperoleh
pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhanya.

a. Penyelundupan adalah seseorang yang melanggar hukum suatu negara,
meskipun dia buta hukum dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara
yang baik, meskipun dia buta dan tidak diragukan lagi sebagai warga negara
yang baik, yang tidak pernah di hukum suatu kejahatan dan tidak bermaksud

berbuat untuk itu.”

> K amus besar bahas indonesia (KBBI), Halaman 23.

® peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
2010, halaman 72.

" Yudi Wibowo, Tindak pidana Penyelundupan di indonesia K ebijakan formulasi sanksi
pidana. Sinar Grafika, Jakarta, 2013, Halaman 39.
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b. Penegakan Hukum adalah proses pemungsian norma-norma hukum secara
nyata sebaga pedoman prilaku atau hubungan hubungan hukum dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.”®

c. Tindak Pidana Penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan
dengan pengeluaran barang atau uang dari indonesia keluar negeri (ekspor)
atau pemasukan barang atau uang dari luar negeri ke indonesia (impor).”

d. Pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai ““toreken
baarheid”, “criminal responsibility”, “criminal liability”
pertanggungjawaban pidana disini di maksudkan untuk menentukan apakah
seseorang tersebut dapat di pertanggungjawabkan atasnya atau tidak
terhadap tindakan yang dlakukan itu.®

e. Pakaian Bekas adalah suatu benda atau barang yang di pakai manusia untuk
menutupi tubuhnyatetapi telah di pakai orang lain.

f. Bea Cukai adalah suatu direkotorat (instanss di  bawah
departemen/kementerian) yang mengurusi tugas-tugas kepabeanan dan
cukai. Direktorat bea cukai berada di bawah kementerian keuangan.
bea sendiri berarti biaya tambahan yang dikenakan untuk barang-barang
komoditas yang diperjua belikan terutama untuk barang-barang yang
berasal dari luar wilayah tertentu (misalnya wilayah Republik Indonesia).

Bea dikenakan berdasarkan harga pasaran internasional. Semakin tinggi

8 Kamus besar bahas indonesia (KBBI), Halaman 120.

™ Soufnir Chibro, Pengaruh tindak pidana Penyelundupan terhadap pembangunan, Sinar
Gardfika, Jakarta, 2002, halaman 5

% SR. Sianturi. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dan Penerapannya, Cetakan IV,
Jakarta: Alumni Ahaem, 1996, halaman 245.
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permintaan atas barang tersebut di pasar internasional maka semakin mahal
pula bea yang harus dikeluarkan. &
G.Metode Penelitian
1. Jenisdan Sifat Penelitian
Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan
dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum
kepustakaan.®? Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian
ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi
normatifnya. Logika keilmuan yang sering dalam penelitian hukum normatif yaitu
ilmu hukum yang objeknya hukum itu sendiri.®*Penelitian hukum normatif terdiri
dari.®
a. Asas hukum regulatif (yang sggar dengan pembedaan menjadi asas
hukum umum dan asas hukum khusus).
b. Asas hukum konsitutif merupakan asas-asas yang harus ada dalam
kehidupan suatu sistem hukum.
Penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sgjauh mana
suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertica dan horizontal dengan

suatu aturan lain, sehinggaterjadi singkronisasi hukum.

8 ala, melaui: https: //id.answers.yahoo.com/question/index?gid= 2011100218172
9AAAWWCcuU, Diakses padatanggal 23 Januari 2018, pada pukul 21-00 Wib.

#Ediwarman. 2009. Monograf Metode Penelitian Hukum, Medan, edisi ke |1, halaman 24.

8Jhonny lbrahim. 2006. Teori Dan Metedologi Penelitian Hukum Normatif, Jakarta:
Pustaka Pelgjar, halaman 57.

8 Ediwarman,Op.,Cit, halaman 30.
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Penelitian dalam tesis ini adalah bersifat deskriptif analisis.**Penelitian
yang bersifat deskriptif analisis merupakan suatu penelitian yang mengambarkan,
menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum.®®Penelitian ini
merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan
pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelgjari suatu hukum tertentu
dengan jalan menganalisanya.®’

2. Sumber Data Penelitian

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data atau
infformasi  hasil penelashan dokumen penelitian serupa pernah dilakukan
sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah,
jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan di bahas yang
meliputi:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakini bahan-bahan yang terdiri dari peraturan

perundang-undangan. Bahan hukum primer vaitu bahan-bahan.®®

Misalnya: undang-undang No 10 tahun 2005 yang di ubah menjadi

Undang-undang No 17 tahun 2006 tentang kepabeanan dan Kepmen

Perindak No 229/MPP/Kep/7/2007 Tentang ketentuan umum di bidang

impor.

% Bambang Waluyo. 1996. Penelitian Hukum Dalam Praktek, Jakarta: Sinar Grafika,
halaman 8.

% Soerjono Soekamto., Op.,Cit, halaman 6.

8"Soerjono Soekamto dan Sri Mamudiji. 1995. Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Sngkat, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 43.

8 Jhoni lbrahim. 2006. Teori Dan Penelitian Hukum Normatif, Malang: Publishing,
halaman 295.
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b. Bahan hukum sekunder
Bahan hukum sekunder adalah berupa buku-buku dan tulisan-tulisan
ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian.®® Bahan-bahan yang
memberikan penjelasan menegenai bahan hukum primer, seperti tulisan,
jurnal  dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok
permasal ahan yang akan diangkat.
c. Bahan hukum tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun
penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder,
seperti kamus hukum, ensiklopedia®*Bahan hukum tersier merupakan
bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan
terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
3. Teknik Pengumpul Data
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
melalui studi kepustakaan (library research), untuk mendapatkan konsepsi teori
dan doktrin, pendapat atau pemikir konseptual dan penelitian terdahulu yang
berhubungan dengan objek penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundang-
undangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karyailmiah lain.
4. Alat Pengumpulan Data
Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumen

dan ditambah dengan studi lapangan, dimana seluruh data sekunder yang

8 Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Edisi 1 (satu), Cetakan Pertama. Jakarta:
Sinar Grafika, halaman 106.

©Amiruddin dan Zainal Asikin. 2013. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Edisi. Satu,
Cetakan Ketujuh. Jakarta: Rgjawali Pers, halaman 119.
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dipergunakan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan mempergunakan studi
dokumen, pada tahap awal pengumpulan data, dilakukan inventaris seluruh data
dan atau dokumen yang relevan dengan topik pembahasan, selanjutnya dilakukan
pengkategorian data-data tersebut berdasarkan rumusan masalah yang telah
ditetapkan. Data tersebut selanjutnya dianalisis dengan metode analisis yang telah
dipilih.®*
5. Analisis Data

Anadlisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke
dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.**Analisis data dalam penelitian
ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevans data dengan
permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif).*Andlisis
kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep,
doktrin-doktrin®

Menganalisis data sekaligus memberikan argumentasi-argumentasi yuridis
yang dikemukakan secara deduktif (penalaran logika dari umum ke
khusus).*Analisis berdasarkan logika deduktif sering disebut sebagai cara berfikir
analitik, bertolak dari pengertian dari sesuatu yang berlaku umum secara
keseluruhan dalam perundang-undangan terhadap suatu kelompok tertentu dalam

suatu peristiwa tertentu dan dalam suatu wilayah tertentu.”® Hasil akhir dari

> Munir Fuady. 2007. Dinamika Teori Hukum, Jakarta: Ghalia |ndonesia, halaman 6.

| exy JMoleong. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja Rosda
Karya, halaman 103.

% Johny Ibrahim, Op. Cit, Halaman 161.

¥Ibid.,Halaman 306 dan 310-311.

*1bid.,Halaman 393.

®Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif

dan Empiris, Y ogyakarta : Pustaka Pelagjar, halaman 109-110.



analisis ini adalah penarikan kessmpulan dari perumusan masalah yang bersifat
umum (dalam perundang-undangan) terhadap permasalahan kongkrit (dalam
rumusan masalah) dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data
sehingga permasal ahan akan dapat dijawab.”’

Adapun proses analisis data dilakukan sebabagi berikut:

a. Dilakukan inventarisas terhadap perundang-undangan yang relevan
untuk menjawab permasalahan penelitian.

b. Dilakukan abstraksi untuk menemukan makna atau konsep-konsep yang
terkandung dalam bahan hukum (konsep kualisasi).

c. Mengelompokan  konsep-konsep yang sgenis atau  berkaitan
(kategorisasi).

d. Menemukan hubungan antara berbagai ketegori yang diuraikan dan
dijelaskan, penkelasan ini dilakukan dengan menggunakan prespektif
teoritis para sarjana.

Penarikan kessmpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan

logika berfikir deduktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik
tolak untuk melakukan penelitian. Dengan demikian teori digunakan sebagai aat,

ukuran dan instrumen atau sebagai pisau analisis dalam melihat permasal ahan.

I bid.,Halaman 109 dan Halaman 122.



BAB 11
PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS.

A. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Penyelundupan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 24
Maret 2014, dengan KPPBC (Kepala Seks Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, pangkat Penata Muda TK. 1/ gal. I11
B meyatakan bahwa Penyelundupan kaitannya dengan kepabeanan adalah suatu
tindakan atau perbuatan untuk mengimpor dan/atau mengekspor barang dengan
tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan maksud
untuk menghindari pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, bea
keluar, cukai, serta menghindari ketentuan larangan dan pembatasan impor dan
ekspor.® Hukum yang mengatur terkait dengan penyelundupan diatur dalam
Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tepatnya di pasal 102 dan
pasal 102A.*° Ada beberapa auran hukum terkait dengan tindak pidana
penyelundupan pakaian bekas di indnesia, aturan hukum tersebut ialah sebagai
berikut.'®
1. Undang-Undang No.10 Tahun 1995 tentang K epabeanan.

Pemberantasan Tindak Pidana Penyelundupan pakaian bekas telah diatur

daam berbaga peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang

% Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung..

% Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seks Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung..

1% soufnir Chibro, Op. Cit, Halaman 86.
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kepabeanan. Dalam praktik kepabeanan dewasa ini, penanganan atas pelanggaran
ketentuan kepabeanan lebih dititik beratkan pada penyel esaian secara fisikal yakni
berupa pembayarann sgjumlah uang kepada Negara dalam bentuk denda. Dalam
hal ini merupakan pengaruh era globalisasi yang menuntut kecepatan dan
kelancaran arus barang bagi kemajuan perdagangan nasional dan internasional.

Undang-undang kepabean pada dasarnya menganut asas menghitung dan
menyetor sendiri bea nasuk yang terhitung oleh importir (Self assessment). Sistem
ini memberi kepercayaan yang besar pada pengguna jasa kepabeanan. Namun
kepercayaan tersebut harus diimbangi dengan tanggungjawab, keujuran, dan
kepatuhan dalam pemenuhan ketentuan Undang-undang yang berlaku, sehingga
apabila pengguna jasa kepabeanan daam rangka pement 56  wajiban
kepabeanan melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang
diwgibkan oleh Undang-undang kepabeanan maka akan diatur bagaimana
pemberian sanksi bagi mereka yang melanggar tersebut.'®*

2. Undang-undang No 17 Tahun 2006 Tentang K epabeanan.

Ketentuan dalam Kepabeanan terdapat pada pasal 1 Undang-Undang
NO.17 Tahun 2006. Ketentuan ini menjelaskan segala istilah yang ada di
Kepabeanan. Terminologi di dalam Undang Undang No 17 Tahun 2006 tentang
K epabeanan sebagal berikut:

a. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan
atas lau lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan
pemungutan Bea Masuk dan bea keluar.

b. Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah
darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di

101 | aden Marpaung, Pemberantasan dan Pencegahan Tindak Pidana Ekonomi. Sinar
Grafika, Jakarta, 2004, Halaman 69.
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Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku
Undang-undang ini.

. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan
laut, bandar udara,atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalulintas barang
yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.

. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan
Cuka tempat dipenuhinya Kewagjiban Pabean sesuai dengan ketentuan
Undang-undang ini.

. Pos Pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh Pejabat Bea
dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu-lintas impor dan
ekspor.

. Kewgjiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang K epabeanan yang wajib
dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.

. Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam
rangka melaksanakan Kewagjiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang
ditetapkan dalam Undang-undang ini.

. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan
fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.

i. Pegabat Bea dan Cuka adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukal

yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu
berdasarkan Undang-undang ini.

j. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

. Impor adal ah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.

. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.

.Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini yang
dikenakan terhadap barang yang diimpor.

. Bea Keluar adalah pungutan Negara berdasarkan undang-undang ini yang
dikenakan terhadap barang ekspor.

. Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan atau lapangan atau
tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean
untuk menimbun barang  sementara = menunggu pemuatan
atau pengeluarannya.

. Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang
memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang
dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.

. Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau
tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di
Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukal untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang
yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan
Undang-undang ini.

. Barang tertentu adalah barang yang ditetapkan oleh instansi tehnis terkait
sebagai barang yang pengangkutannya di dalam daerah pabean diawasi.

. Audit kepabeanan adalah kegiatan pemeriksaan laporan keuangan,
buku,catatan dan dokumen yang menjadi bukti dasar pembukuan, surat yang
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berkaitan dengan kegiatan usaha termasuk data elektronik, surat yang
berkaitan dengan kegiatan di bidang kepabeanan, dan/atau sediaan
barangdalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan
dibidang kepabeanan.
t. Tarif adalah klasifikasi barang dan pembebanan bea masuk atau keluar.
Produk perundang-undangan yang lahir setelah kemerdekaan adalah
Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang K epabeanan yang mulai diberlakukan
secara penuh pada tanggal 1 Maret 1997. Karena adanya tuntutan dan masukan
dari masyarakat maka sebelas tahun kemudian Undang-undang ini kemudian
diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang K epabeanan.®
Aspek-aspek Undang-undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
Undang-undang K epabeanan ini telah memperhati kan aspek-aspek:
a. Keadilan
b. pemberian insentifnetralitas
c. kelayakan administrasi
d. kepentingan penerimaan negara
€. penerapan pengawasan dan sanksi
f. Wawasan Nusantara
g. Praktek kepabeanan internasional
Sebagaimana telah diuraikan diatas bahwa UU No. 10 Tahun 1995 tentang
K epabeanan telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006. Terdapat 52 pasal yang
diubah dan 36 pasal yang ditambah. Terdapat pula 14 pasal yang dihapus,yang
sebagian besar adalah ketentuan untuk menghindari kekosongan hukum. Latar
bel akang diubahnya UU K epabeanan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Adanyatuntutan dan masukan dari masyarakat agar :

1. Memberikan fasilitasi dan perlindungan perdagangan dan industri.

102 | hid, Halaman 33
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2. Mempertegas ketentuan mengenai  pidana untuk  menangkal
penyel undupan.

3. Memperberat sanksi terhadap pelanggaran kepabeanan  untuk
menimbulkan efek jera.

4. Memberikan kewenangan kepada Direktorat jenderal Bea dan Cukai
untuk mengawasi pengangkutan atas Barang Tertentu dalam Daerah
Pabean.

5. Kesetaraan pengenaan sanksi bagi Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai yang turut serta dalam pelanggaran kepabeanan.

b. Menyesuaikan dengan perjanjian dan konvens Internasional

3. Menurut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
229/M PP/K ep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum Dibidang I mpor.

Keputusan Menteri Perindustrian ~ dan Perdagangan No.

229/MPP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum Dibidang Impor disahkan pada

tangga 4 Juli 1997. Dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan

tersebut yang diperolehkan melakukan kegiatan impor tekstil adalah perusahaan

yang telah memiliki Angka Pengenalan Importir (API) dan pengecualian barang

atau perusahaan yang mengimpor barang.'®

1. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;

2. Daerah pabean adalah Wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah

daerah, perairan dan udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona

103 Pasal 1 Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/M PP/K ep/7/1997
Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
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ekonomi ekslusif dan landasan kontinen yang didalamnya berlaku Undang-
undang Nomor 17 Tahun 2006 perubahan atas undang undang No 10 Tahun
1995 Tentang K epabeanan.

3. Barang yang diatur tata niga impornya adalah barang yang impornya hanya
boleh dilakukan oleh perusahaan yang diakui dan disetujui oleh Menteri
Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimpor barang yang tidak boleh di
impor.

4. Barang yang dilarang impornya adal ah barang yang tidak boleh di impor.

Ketentuan diatas dengan jelas menyebutkan pengertian impor dan juga
perdaganggan. Begitu juga dengan yang disetujui dalam praktek perdagangan
impor tersebut adalah yang sesuai dengan peraturan perundangan untuk
perindustrian. Dalam pasal ini dikatakan barang impor yang legal adalah barang

yang tidak dapat di impor kembali, melainkan untuk konsumsi konsumen di

Negaraimportir.

Hal ini nampak jelas dalam ketentuan Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan No. 229/MM P/K ep/7/1997 yang menentukan bahwa '

1. Impor hanya dapat dilakukan oleh perusahaan yang telah memiliki Angka
Pengena Importir (API), Angka Pengenal Importir Sementara (APIS) atau
Angka Pengenal Importir Terbatas (APIT)”.

2. Dikecualikan dari ketentuan ayat (1), barang, perusahaan atau perorangan
yang mengimpor barang sebagai berikut;

a. Barang pindahan.

104 Pasal 2 Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/M PP/K ep/7/1997
Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
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b. Barang impor sementara.
c. Barang kiriman, hadiah untuk keperluan ibadah umum,amal,sosial,atau
kebudayaan.
d. Barang perwakilan Negara asing beserta para pgabatnya yang bertuhas di
indonesia berdasarkan asas timbali balik.
e. Barang untuk keperluan badan internasional beserta peabartnya yang
bertugas di indonesia.
f. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.
Disebutkan juga dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
NO. 229/MPP/Kep/7/1997 tercantum bahwa barang yang di impor harus dalam
keadaan baru.’® Barang yang diatur tata niaga impornya, barang yang dilarang di
impornya barang yang dimasukkan dari luar negri ke tempat penimbuan ke
wilayah lain dalam Daerah Pabean serta barang dalam rangka Perdagangan Lintas
Batas, diatur sendri.'®
Barang impor yang pemasukannya dimasukkan melalui tempat
penimbunan berikat ataupun wilayah lain dalam suatu wilayah kepabeanan yang
mana kegunaannya adalah untuk perdagangan lintas batas diatur secara khusus

oleh peratutan tersendiri secara khusus

195 pasal 3 Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/M PP/K ep/7/1997
Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

1% Pasal 8 Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/M PP/K ep/7/1997
Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.
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Importir yang melanggar ketentuan dalam keputusan ini dapat dikenakan
sanlsi berdasakan peraturan perundang-udangan yang berlaku.®’ Adapun sanksi
terhadap pelanggaran ketentuan dalam importir barang dagang perihal pakaian
bekas ini diatur diddam peraturan perundang-undang secara terpisah dan
tersendiri. Sebagaimana ketentuan lebih lanjut diatur oleh Direktur Jenderal
Perdagangan Internasional, Sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 berikut ini:
Ketentuan yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh
Direktur Jenderal Perdagangan Internasional.

Ditetapkannya keputusan ini, maka keputusan Menteri Perindustrian dan
Perdagangan Nomor 125/MPP/Kep/5/1996 tentang ketentuan umum di bidang
Impor, dinyatakan tidak berlaku.'®

Berdasarkan hal tersebut impor pakaian bekas dilarang. Meskipun dalam
ketentuan yang dimaksud dalam pasal 3 tersebut tidak dituliskan secarajelas jenis
barang yang di impor, akan tetapi apapun jenis barang tersebut apabila barang
tersebut merupakan barang bekas tidak boleh di impor, karena barang yang boleh

di impor haruslah dalam keadaan baru.

197 pasal 9 Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/M PP/K ep/7/1997
Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.

198 Pasal 11 Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No. 229/M PP/K ep/7/1997
Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.



63

4. Keputusan  Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan  Nomor:
642/M PP/K ep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran | Keputusan Menteri
Perindustrian Nomor: 230/MPP/Kep/7/1997 Tentang yang Diatur Tata
Impornya.

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
No0.642/MPR/K ep/9/2002 tertanggal 23 September 2002 Tentang Larangan Impor
pakaian bekas bukan hanya menyangkut aspek ekonomi. Kebijakan yang diambil
juga memperhatikan masalah kesehatan. Dengan ditetapkannya Keputusan ini,
maka;

a. Semua ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 dinyatakan tetap

b. Ezrrlna;lrjan 1 nomor urut 16 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 231/MPP/Kep/7/1997 Tentang Prosedur Impor Limbah dinyatakan
tidak berlaku lagi.

Impor gombal yang L/C-nya telah dibuka sebelum tanggal ditetapkannya
Keputusan ini, masih dapat dilaksanakan dengan ketentuan gombal yang diimpor
sudah tiba di pelabuhan tujuan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak
tanggal ditetapkannya K eputusan ini.'®
5. Keputusan Menteri  Perindustrian dan  Perdagangan  Nomor

230/M PP/K ep/7/1997

Dinyatakan bahwa yang termasuk kedalam kategori uraian barang bekas

yang dapat diimpor adalah berupa “barang baru dan bekas”. Jika dikaitkan dengan

19 penjelasan Keputusan Mentri  Perindustrian dan  Perdangangan  Nomor:

642/M PP/K ep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran 1 Pasal 1 Keputusan Mentri Perindustrian dan
Perdagangan No. 229/M PP/Kep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor.



impor pakaian bekas maka masuknya pakaian bekas ke Indonesia menurut
Keputusan Menteri ini adalah legal dan izinkan oleh peraturan perundang-
undangan.

Namun adanya perubahan yang di tuangkan Keputusan Menteri
No0.642/MPP/K ep/9/2002 adalah berupa ‘gombal baru dan bekas’. Jika dikaitkan
dengan impor pakaian bekas maka masuknya pakaian bekas ke indonesia
menururt Keputusan Menteri ini adalah legal dan izinkan oleh peraturan
Perundang-undangan.

Namun adanya perubahan yang di tuangkan Keputusan Menteri
No0.642/MPP/Kep/9/2002 menyatakan bahwa imor barang berupa ‘gombal baru
dan bekas’ ini adalah dilarang. Dengan kata lain jelas bahwa masuknya pakaian
bekas dari luar negeri dilarang oleh Undang-Undang dan merupakan perbuatan
yang ilegal.

6. Menurut Keputusan Menteri  Perindustrian dan Perdagangan
No.732/M PP/K ep/10/2002 Tentang Tata Niaga Impor Tekstil

Mencegah beredarnya tekstill impor ilegal di pasaran indonesia yang
menimbulkan. Perdagangan tidak adil dan mengakibatkan kerugian terhadap
tekstill produksi dalam negri serta guna mempertahankan iklim usaha tetap
kondusif, maka Pemerintah Rl memberlakukan peraturan tata niaga impor tekstill
yang baru. Peraturan baru impor tekstill tersebut tertuang dalam Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdangangan No. 732/MPP/Kep/10/2002 Tanggal 22

Oktober 2002, yang berisi:
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a. Tekstill adalah tekstill lembaran yang termasuk dalam Pos Tarif HS
sebagimana dimaksud Lampiran 1 Keputusan ini.*'° Pada lampiran | SK ini
terdapat 18 item Pos Tarif yang diatur Tata Niaga Impornya, Y aitu; Pos Tarif-
52.08 /d 52.11 (Kain tenunan dari kapas), 52.12 (Kain tenunan lainnya dari
kapas), 53.09 (Kain tenunan dari lena), 53.10 (Kain tenunan dari goni atau dari
serat tekstill kulit pohon lainnya dari Pos Tarif No. 53.03), 53.11 (Kain tenun
dari serat tekstill nabati lainnya, kain tenun dari benang kertas), 53,07 (Kain
tenun dari benang filamen sintetik, termasuk kain tenun yang diperoleh dari
bahan pada Pos No. 54.04); 54.08 (Kain tenun dari benang filamen tiruan,
termasuk kain tenun yang diperoleh dari bahan pada Pos N0.54.05, 55.12 s/d
55.14 Kain tenum dari serat stapel sintetik, 55.15 (Kain Tenun lainnya dari
serat stapel sintetik dan Pos Tarif 55.16 (Kain tenun dari serat stapel tiruan),
56.02 (Kain kempa diresapi,dilapisi,ditutup,atau dibuat berlapis-lapis maupun
tidak), 58.01 (Kain tenunan berbulu chenille, selain kain dalam Pos 58.02 atau
N0.58.06); 58.02 (Kain handuk terry dan kain tenunan terry semacam itu,
selain kain pita dari Pos No. 58.06, kain tekstill berjumbai, selain produk dari
Pos No. 57.03); 58.04 (Kain tule dan kain jala lainnya, tidak termasuk kain
tenun, rajut atau kait, renda dalam bentuk lembaran, jalur atau dalam bentuk
motif, selain dari kain dari Pos N0.60.02), 58.10 (Kain Sulaman dalam
lembaran, jalur atau 58.11 (Produk tekstill dilapisi dalam lembaran, disusun
dari satu atau lebih lapisan dari bahan tekstil dipasang dengan bantalan dijalain

atau secaralain, selain kain dari Pos No. 60.02), 60.01 (Kain berbulu, termasuk

119 pasal 1 Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No. 732/MPP/K ep/10/2002
Tentang Tata Niaga | mpor Tekstil.
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kain “berbulu panjang” dan kain terry, dirajut atau dikait) dan Pos Tarif 60.02

(Kain rajutan atau kaitan lainnya).***

b. Pasal 2

1. Tekstil sebagaimana dimaksud Pasal 1 hanya dapat diimpor oleh perusahaan
yang telah mendapat pengakuan sebagai importir produsen Tekstil, selanjutnya
disebut 1P Tekstil.

2. Pengakuan sebagai IP Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
menyangkut antara lain tentang jumlah dan jenis tekstil yang dapat diimpor dan
waktu pengapal annya.

3. Tekstil yang diimpor oleh IP Tekstil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
hanya dipergunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk proses
produksi dari industri yang dimiliki oleh IP Tekstil dan dilarang diperjual
belikan maupun dipindah tangankan.*?

Pengaturan perusahan yang di ijinkan untuk melakukan impor begitu juga
dengan jumlah dan jenis barang yang di impor serta pengapalannya di atur
didalam pasal ini. Begitu juga barang impor yang bahan dasar barang impor yang
dilarang pada pasal 1 dilarang untuk diperdagangkan dan dipindah tempatkan.

Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang drt. Nomor 7
Tahun 1995) dan Inpres Nomor 4 Tahun 1985 tidak dijumpal pengertian tentang

penyelundupan. Demikian juga dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995

. Diakses melalui
http://nasional .republika.co.id/berita/nasi onal /daerah/14/05/20/n5vnk0-penyel undupan-700-
karung-pakai an-bekas-digagal kan, diakses pada 29 Januari 2018 pukul 15.36.

12 pasal 2 Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No. 732/MPP/K ep/10/2002
Tentang Tata Niaga | mpor Tekstil.



67

Tentang Kepabeanan juga tidak ditemukan pengertian tentang tindak pidana
penyel undupan.

“Mulyatno menyebutkan bahwa “Tindak pidana adalah perbuatan yang
oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang
sigpa yang melanggar larangan tersebut. Menurut wujudnya atau
sifatnya,perbuatan-perbuatan pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang
melawan hukum,merugikan masyarakat dalam arti bertentangan dengan
atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat
yang dianggap baik dan adil.“Soufnir Chibro menyebutkan bahwa :***
“Tindakan pidana penyelundupan adalah merupakan
mengimpor,mengeskpor,mengantarpulaukan  barang  dengan  tidak
memenuhi peraturan perUndang-undangan yang berlaku atau tidak
memenuhi formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh
Undang-undang. Adapun latar belakang perbuatan demikian adalah untuk
menghindari bea dan cuka (faktor ekonomi) atau menghindari larangan
yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti senjata api,amunisi dan
sejenisnya (faktor keamanan) dan lain-lain”.***

Suatu Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan
tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
a. Melawan Hukum
b. Merugikan Masyarakat
c. Dilarang Oleh Aturan Pidana
d. Pelakunya diancam dengan Hukuman pidana.'*®
6. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73 Tahun 1967 pasal 1 ayat (2)
disebutkan
Tindak pidana penyelundupan adalah tindak pidana yang berhubungan

dengan pengeluaran barang atau uang dari indonesia ke luar negri (ekspor) atau

3 Diakses melalui : http://batam.tribunnews.com/2016/01/22/baku-tembak-sel ama-30-
menit-setel ah-penyel undup-pakai an-bekas-tembak-aparat-tni-dengan-ak47, diakses pada 29
Januari 2018 pukul 12.44.

14 shofnir Chibro, Op. Cit, Halaman 5.

15 M. Hamdan, Tindak Pidana Suap dan Money Politics. Pustaka Bangsa Prees, Medan
Halaman 10.
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pemasukan barang atau uang dari luar negri ke indonesia (impor). Andi Hamzah
mengemukakan pengertian penyelundupan adalah memasukan atau mengel uarkan
barang-barang dan uang secara rahasia bertentangan dengan hukum tanpa
membayar bea yang diharuskan menurut peraturan.™®

Meningkatnya penyelundupan merupakan salah satu kendala yang dapat
menghambat pembangunan nasional. Tindak pidana penyelundupan yang
meningkat diperkirakan dipengaruhi oleh banyak faktor, antar lain luasnya
wilayah kepulauan nusantara dan begitu banyaknya pintu masuk dan keluar yang
harus diamankan, banyaknya sumber daya alam yang dibutuhkan negara-negara
yang belum mampu bersaing dengan produksi impor, kemampuan dan kemauan
aparatur penegak hukum, serta rendahnya partisipas warga masyarakat dalam
berkerja sama dengan aparatur pemerintah dan faktor-faktor lainnya yang saling
mempunyai hubungan kausal .**’

Adanya kebijaksanaan impor yang dijalankan pemerintah didasarkan pada
kebutuhan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang belum
sepenuhnya dapat dihasilkan di dalam negeri. Pemerintah juga merangsang ekspor
dengan fasilitas kredit ekspor, jaminan kredit ekspor dan asuransi ekspor dengan
fasilitas kredit lunak.Akibat samping dari kebijaksanaan ini adalah penyel undupan
sering dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas ekspor tersebut.

Pihak yang melakukan perbuatan yang tercela oleh masyarakat itu

dipertanggungjawabkan pada pembuatnya dan pihak yang yang melakukan

18 Andi Hamzah, Delik Peyelundupan, Akademika Presindo, Jakarta, 1995, halaman 2.

17 Diakses melaui :http:// regional. kompas. com/ read/ 2016 /01 /04 /09133551
/Penyelundupan.Pakaian.Bekas.Senilai.Rp.1..Miliar.Digagalkan, diakses pada 29 Januari 2018
pukul 12.31.
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penyelundupan dapat dituntut karena melakukan tindak pidana penyelundupan
sesuai dengan Undang-undang Tindak Pidana Ekonomi (Undang-undang No. 7
Drt. Tahun 1955) ialah:
a. Seseorang yang melakukan tindak pidana ekonomi yang melakukan tindak
pidana penyel undupan.
b. Beberapa orang yang secara bersama-sama (turut serta) melakukan tindak
pidana ekonomi.
C. Seseorang yang memberikan bantuan pada atau untuk melakukan tindak
pidana (Pasal 26b RO jo Pasal 4 dan 6 Undang-Undang No. 7 Drt 1955 jo
Pasal 56 KUHP).'®
Jenis tindak pidana ekonomi merupakan kejahatan atau pelanggaran
diseahkan sepenuhnya kepada undang-undang. Dalam ha undang-undang tidak
menentukan yang dipakal adalah ukuran kesengajaan, artinya apabila suatu tindak
pidana dilakukan dengan sengaja maka merupakan kejahatan, sedangkan apabila
tidak dilakukan dengan sengaja maka tindak pidana ekonomi itu merupakan
pelanggaran™*®
7. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-
Dag/Per/7/2015 Tahun 2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas
(“Permendag 51/2015)
Memang ada larangan untuk mengimpor pakaian bekas. Dalam Peraturan

Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tahun

118 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru,
Jakarta, 1993, halaman 75.

9 Edi Setiadi dan Rena Yulia. Hukum Pidana Ekonomi, Graha Ilmu, Y ogyakarta, 2009,
Halaman 28.
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2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas (“Permendag 51/2015”) disebutkan
bahwa pakaian bekas asal impor berpotensi membahayakan kesehatan manusia
sehingga tidak aman untuk dimanfaatkan dan digunakan oleh masyarakat.
Berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk melindungi kepentingan konsumen,
perlu adanya larangan impor pakaian bekas.

Pakaian Bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara K esatuan
Republik Indonesia® Akan tetapi ketentuan ini tidak berlaku terhadap Impor
Pakaian Bekas sebagai barang pindahan.*** Importir yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan larangan impor pakaian bekas dikenai sanksi administratif dan
sanks lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.’? Peraturan
perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2014 tentang Perdagangan (“UU Perdagangan”).

Dalam UU Perdagangan diatur bahwa importir wajib mengimpor Barang
dalam keadaan baru®, kecuai ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan.'®*
Kemudian, dalam Pasal 51 ayat (2) UU Perdagangan ditekankan kembali bahwa
importir dilarang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang
dilarang untuk diimpor, dalam hal ini pakaian bekas.

Importir yang mengimpor Barang yang ditetapkan sebagai Barang yang
dilarang untuk diimpor diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun

5

dan/atau pidana denda paling banyak Rp 5 miliar.’®® Selain dipidana, perlu

129 ebih lanjut lihat pasal 2 permendag 51/2015

121 ebih lanjut lihat pasal 5 permendag 51/2015

122 ebih lanjut lihat pasal 4 permendag 51/2015

123 | ebih lanjut lihat pasal 47 ayat (1) undang undang perdagangan
124 | ebih lanjut lihat pasal 47 ayat (2) undang undang perdagangan
125 |_ebih lanjut lihat pasal 112 ayat (2) undang undang perdagangan
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diketahui juga bahwa pakaian bekas yang tiba di Indonesia pada saat atau setelah
berlakunya peraturan larangan impor pakaian bekas, wajib dimusnahkan.'?
Pemerintah dan Pemerintah Daerah mempunyai wewenang melakukan
pengawasan terhadap kegiatan Perdagangan.’?’ Pengawasan oleh Pemerintah
dilakukan oleh Menteri.**® Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk

petugas pengawas di bidang Perdagangan.'®

Petugas pengawas di bidang
Perdagangan dalam melaksanakan pengawasan harus membawa surat tugas yang
sah dan resmi.’®* Dalam melaksanakan kewenangannya, Petugas Pengawas
melakukan pengawasan salah satunya terhadap perdagangan barang yang
dilarang.™®! Jika Petugas Pengawas menemukan dugaan pelanggaran kegiatan di
bidang Perdagangan, Petugas Pengawas dapat: **

a. merekomendasikan penarikan Barang dari Distribusi dan/atau pemusnahan

Barang;
b. merekomendasikan penghentian kegiatan usaha Perdagangan; atau
c. merekomendasikan pencabutan perizinan di bidang Perdagangan.
Jika dalam pengawasan tersebut ditemukan bukti awa dugaan terjadi

tindak pidana di bidang Perdagangan, petugas pengawas melaporkannya kepada
penyidik untuk ditindaklanjuti.’*® Penyidik yang dimaksud adalah penyidik

pejabat polisi negara Republik Indonesia dan pejabat pegawal negeri sipil tertentu

128 ebih lanjut lihat pasal 3 permendag 51/2015

127 | ebih lanjut lihat pasal 98 ayat (1) undang undang perdagangan

128 | ebih lanjut lihat pasal 99 ayat (1) undang undang perdagangan

129 | ebih lanjut lihat pasal 100 ayat (1) undang undang perdagangan

130 | ebih lanjut lihat pasal 100 ayat (2) undang undang perdagangan

131 | ebih lanjut lihat pasal 100 ayat (3) huruf b undang undang perdagangan
132 |ebih lanjut lihat pasal 100 ayat (4) undang undang perdagangan

133 |ebih lanjut lihat pasal 100 ayat (5) undang undang perdagangan
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di lingkungan instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya di bidang Perdagangan yang diberi wewenang khusus sebagai
penyidik pegawai negeri sipil.***

Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana disebutkan di atas mempunyai
wewenang:*®

a. menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya suatu perbuatan
yang diduga merupakan tindak pidanadi bidang Perdagangan;

b. memeriksa kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan dugaan
tindak pidanadi bidang Perdagangan;

c. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk dimintai
keterangan dan aat bukti sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Perdagangan;

b. memanggil orang, badan usaha, atau badan hukum untuk didengar dan
diperiksa sebagai saksi atau sebagai tersangka berkenaan dengan dugaan
terjadinya dugaan tindak pidanadi bidang Perdagangan;

c. memeriksa pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

d. mendliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan yang terkait dengan
dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

e. melakukan pemeriksaan dan penggeledahan tempat kejadian perkara dan

tempat tertentu yang diduga terdapat alat bukti serta melakukan penyitaan

34 |ebih lanjut lihat pasal 103 ayat (1) undang undang perdagangan
135 |ebih lanjut lihat pasal 103 ayat (2) undang undang perdagangan



73

dan/atau penyegelan terhadap Barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara dugaan tindak pidanadi bidang Perdagangan;

f. memberikan tanda pengaman dan mengamankan Barang bukti sehubungan
dengan dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

g. memotret dan/atau merekam melalui media audiovisual terhadap orang,
Barang, sarana pengangkut, atau objek lain yang dapat dijadikan bukti
adanya dugaan tindak pidana di bidang Perdagangan;

h. mendatangkan dan meminta bantuan atau keterangan ahli dalam rangka
melaksanakan tugas penyidikan dugaan tindak pidana di bidang
Perdagangan; dan

i. menghentikan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 24
Maret 2014, dengan KPPBC (Kepala Seks Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, pangkat Penata Muda TK. 1/ gal. I11
B meyatakan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang
nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dinyatakan bahwa : “Untuk kepentingan
pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi
teknis yang menetapkan peraturan larangan dan/atau pembatasan atas impor atau

ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri”.
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Berdasarkan  ketentuan pasa 2 Permendag Nomor 51/M-
DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dinyatakan bahwa :
“Pakaian bekas dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia”; Berdasarkan konsideran menimbang pada permendag
dimaksud dinyatakan bahwa pelarangan impor pakaian bekas dikarenakan
berpotenss membahayakan kesehatan manusia sehingga tidak aman untuk
dimanfaatkan dan digunakan masyarakat. Salah satu peran Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai (DJBC) adalah “community protection” yaitu melindungi
masyarakat dari masuknya barang-barang larangan dan pembatasan, Bahwa
instans teknis dalam hal ini Kementerian Perdagangan telah memberitahukan
kepada Kementerian Keuangan terkait dengan pelarangan impor pakaian bekas
ini. Selanjutnya DJBC selaku petugas pengawas lalu lintas barang impor dan
ekspor berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pemasukan pakaian

bekas, %

B. Bentuk-Bentuk dan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana K epabeanan.
1. Bentuk-bentuk tindak Pidana K epabeanan.

Menurut Adam Smith “A smuggler is a person who, though no doubt
highly blamble for violating the laws of his country, is frequently incapable of
violating those of natural justice, and would have been, in every respect, an
excellent citizen had not the law of his country made that a crime which nature

never meant to be so”’.

13 Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seks Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.
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Berbeda dengan pengertian penyelundupan seperti dimaksud United
Sated Customs an Border Protection, selain menangani perkara penyelundupan
dalam rangka ekspor dan impor barang, juga menangani imigran gelap ke negara
Amerika.  Hukum di  Indonesia tidak mengena istilah penyelundupan
manusia (human smuggling), tetapi yang dikenal dengan sebutan imigran gelap.
Menurut Baharuddin Lopa, pengertian tentang penyelundupan (smuggling atau
Smokkle) adalah: “Mengimpor, mengantar pulaukan barang dengan tidak
memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau tidak memenuhi
formalitas pabean (douaneformaliteiten) yang ditetapkan oleh  Peraturan
Perundang-undangan”.

Sedangkan Elizabeth A Martin memberi pengertian
penyelundupan (smuggling) sebagai: The offence of importing or exporting
specified goods that are subject to customs or excise duties without having paid
the requisite duties. Smuggled good are liable to confiscation and smugglew is
liable to pay treble their value or a sum laid down by the law (whichever is
greater); offender may alternatively, or additionally, receive a term of
imprisonment””. Menurut WCO Hanbook for Comercial Fraud Investigators.™’

Bentuk dan jenis tindak pidana kepabeanan jika kita perhatikan dalam
Undang-undang No. 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang No. 10
tahun 1995 tentang Kepabeanan ada dua bentuk atau jenis Tindak Pidana

kepabeanan. Pertama, perbuatan pidana atau Tindak Pidana Kepabeanan yang

37 Diakses melalui : http:// nasional. republika. co.id/berita /nasiona /daerah
/14/05/20/n5vnk0-penyel undupan-700-karung-pakai an-bekas-di gagal kan, diakses pada 29 februari
2018 pukul 15.36.
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diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yaitu yang menyangkut masalah
penyeludupan dalam kegiatan eksor-impor. Kedua,perbuatan pidana atau Tindak
Pidana lain yang terkait dengan Tindak Pidana Kepabeanan yang diatur dalam
Pasal 103, Pasal 103A, Pasal 104, Pasal 105, Pasal 107, dan Pasal 108.

Jika kita baca lebih cermat UU No. 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan
maka intinya adalah Pasal 102 mengatur tentang Tindak Pidana K epabeanan yang
berhubungan dengan kegiatan ekspor, dan Pasal 102A mengatur masalah Tindak
Pidana Kepabeanan di bidang impor. Dan Pasal-pasal selanjutnya hanya
membahas masalah tindak pidana yang terkait dan mempunyai hubungan dengan
tindak pidana kepabeanan. Ada enambelastipe pelanggaran utama di Bidang
kepabeanan yaitu :

a. Penyelundupan. Yang dimaksud dengan penyelundupan disini adalah
menimpor atau mengekspor di luartempat kedudukan Bea dan Cukai atau
mengimpor/mengekspor di tempat kedudukanBea dan Cukai tetapi dengan
cara menyembunyikan barang dalam das atau dinding-dinding palsu
(concealment) atau di badan penumpang.

b. Uraian Barang Tidak Benar. Uraian Barang Tidak Benar dilakukan untuk
memperoleh keuntungan dari bea masukyang rendah atau menghindari
peraturan larangan dan pembatasan

c. Pelanggaran Nilai Barang. Dapat terjadi nilai barang sengagja dibuat Iebih
rendah untuk menghindari bea masuk atausengaja dibuat lebih tinggi untuk
memperoleh restitusi (draw-back) yang lebih besar.

d. Pelanggaran Negara Asal Barang. Memberitahukan negara asal barang
dengan tidak benar misalkan negara asal Jepangdiberitahukan Thailand
dengan maksud memperoleh preferens tarif di negara tujuan.

e. Pelanggaran Fasilitas Keringanan Bea Masuk Atas Barang Yang Diolah.
Yaitu tidak mengekspor barang yang diolah dari bahan impor yang
memperol ehkeringanan bea masuk.

f. Pelanggaran Impor Sementara. Tidak mengekspor barang seperti dalam
keadaan semula.

g. Pelanggaran Perizinan Impor/Ekspor. Misalnya memperoleh izin
mengimpor bibit bawang putih ternyata dijua ke pasaranbebas sabagai
barang komnsumsi.

h. Pelanggaran Transit Barang. Barang yang diberitahukan transit ternyata di
impor untuk menghindari bea.
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i. Pemberitahuan Jumlah Muatan Barang Tidak Benar.Tujuannya agar dapat
membayar bea masuk lebih rendah atau untuk menghindari kuota.

j. Pelanggaran Tujuan Pemakaian. Misalnya memperoleh pembebasan bea
masuk dalam rangka Penanaman Moda Asing(PMA) tetapi dijua untuk
pihak lain.

k. Pelanggaran Spesifikas Barang Dan Perlindungan
Konsumen.Pemberitahuan barang yang menyesatkan untuk menghindari
persyaratan dalamUndang-Undang Spesifikas Barang atau Perlindungan
Konsumen.

|. Barang Melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual .Y aitu barang palsu atau
bajakan yang diimpor disuatu negara atau diekspor dari suatu

m. Transaksl Gelap.Transaks yang tidak dicatat dalam pembukuan perusahaan
untuk menyembunyikan kegiatan ilegal. Pelanggaran ini dapat diketahui
dengan mengadakan audit keperusahaan yang bersangkutan.

n. Pelanggaran Pengembalian Bea.Klaim palsu untuk memperoleh
pengembalian bea/pgjak dengan mengaukan dokumenekspor yang tidak
benar.

0. Usaha Fiktif. Usaha fiktif diciptakan untuk mendapatkan keringanan pgak
secara tidak sah.Contohnya adalah perusahaan yang melakukan ekspor fiktif
yang ternyata tidakmempunyai pabrik dan alamat kantornya tidak dapat
ditemukan.

p. Likuidasi Palsu. Perusahaan beroperas dalam periode singkat untuk
meningkatkan pendapatan dengancara tidak membayar pajak. Kalau pajak
terhutang sudah menumpuk kemudianmenyatakan bangkrut untuk
menghindari pembayaran. Pemiliknya kemudian mendirikanperusahaan
baru. Di Indonesia praktek ini dipakai oleh Importir yang sudah
seringdikenakan tambah bayar supaya bisa memperoleh jalur hijau makaia
mendirikanperusahaan baru.*®

2. Sanks Pidana Pada Tindak Pidana K epabeanan.

Daam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661), telah diatur sanksi pidana
penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan

Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana

138 Diakses melalui : http: //nasional. republika.co.id/ berita/nasional /daerah/14/05
/20/n5vnkO-penyel undupan-700-karung-pakai an-bekas-digagalkan, diakses pada 2 Maret 2018
pukul 15.36.



78

penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling
sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paing banyak
Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

Tindak pidana penyelundupan di bidang ekspor dengan pidana penjara
paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana
penyelundupan yang mengakibatkan terganggunya sendi-sendi perekonomian
negara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana
penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paing banyak Rp.
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasa 1102 B Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa
pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat
kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara
terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanks pidana denda secara
kumulatif. Formulasi penerapan sanks pidana seperti ini menunjukkan bahwa
pelaku tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup

berat, yaitu diterapkan sanks pidana penjara di satu sis dan sekaligus juga
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dikenakan saksi pidana denda. Namun jika sanksi denda tidak dapat dibayar
dengan subsider Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.

Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyelundupan tersebut berbentuk
sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk
“kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara,
merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian
negara, dan merugikan potensi penerimaan negara yang diperlukan untuk
membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensgahterakan rakyat
banyak”.

Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu
dikenakan sanksi pidana yang bersifat aternatif agar Undang-Undang
K epabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa
negara. Jka sanks pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek
kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana
yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan
kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar
mengutamakan pengembalian kerugian negara.

Dalam Pasal 29 UndangUndang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan
kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan
masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus
penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya,

yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa
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kepada Negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-undang
Perubahan K epabeanan yang berlaku.

Berikut ini  rincian bunyi masing-masing pasal Tindak Pidana
Penyelundupan dalam Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang
Kepabeanan Pasal 102 Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang
K epabeanan. Setiap orang yang:

a. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

b. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa
izin kepala kantor pabean;

c. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

d. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan
pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.

e. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

f. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya
dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat
lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pegabat bea dan cukai
yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan
undang-undang ini;

g. mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara ata tempat
penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak

dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;
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h. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam
pemberitahuan pabean secara salah.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penyelundupan.

1. Penyelundupan Fisk dan Penyelundupan Administras.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 24

Maret 2014, dengan KPPBC (Kepala Seks Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, pangkat Penata Muda TK. 1/ gal. I11
B meyatakan bahwa Daam Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang
K epabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2006, tindak pidana penyelundupan terbagi menjadi penyelundupan di bidang
impor, yaitu di pasa 102 dan penyelundupan di bidang ekspor, yaitu di pasa
102A. Daam pasal inilah diatur perbuatan-perbuatan penyelundupan yang dapat
dipidana baik impor maupun ekspor.’** Namun, daam pembagiannya
penyelundupan di bagi dalam duajenis, yaitu:

a. Penyelundupan fisik

Penyelundupan fisk adalah setiap kegiatan memasukkan atau

mengeluarkan barang (ke/dari Indonesia tanpa dokumen) Umumnya Para sarjana
telah sepakat, bahwa yang dimaksud dengan penyelundupan fisik dalam Pasal 26b
RO (Rechtenordonnatie, artinya Ordanansi Bea) adalah “barangsiapa yang
mengimpor atau mengekspor barang-barang atau berupaya mengimpor atau
mengekspor barang-barang tanpa mengindahkan akan ketentuan-ketentuan dari

ordonansi ini dan dari regelemen-regelemen yang terlampir padanya atau yang

39 Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.
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mengangkut ataupun yang menyimpan barang-barang bertentangan dengan
sesuatu ketetuan larangan yang ditetapkan berdasarkan ayat kedua Pasal 3.

Sedangkan Pasal 3 ayat (2) OB yang ditunjuk Pasal 26b berbunyi :
“dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ordonansi ini dan regelemen-
regelemen yang terlampir padanya tentang pengangkutan ke dan dari pelabuhan,
maka Menteri Keuangan dengan semufakat Menteri Dalam Negeri, berhak untuk
menunjuk jalan-jalan daratan atau perairan atau daerah-daerah, di mana barang-
barang yang di tunjuknya dilarang diangkut dan/atau dalam sebuah bangunan atau
di pekarangannya, jika tidak dilindungi dengan dokumen dari pegawai-pegawai
bea dan cukal atau dari jawatan-jawatan lain yang ditunjuknya.'*°

b. Penyelundupan Adminitrasi

Penyelundupan administrasi adalah setiap kegiatan memasukkan atau
mengeluarkan barang yang ada dokumennya tetapi tidak sesuai jumlah/jenis atau
harga barang yang ada di dalamnya Yang dimaksud dengan penyelundupan
administrasi adalah yang diatur dalam Pasa 25 ayat (lI)c OB vyaitu
“Memberitahukan salah tentang jumlah, jenis atau harga barang-barang dalam
pemberitahuan-pemberitahuan impor, penyimpanan dalam entreport, pengiriman
ke dalam atau ke laur daerah pabean atau pembongkaran atau dalam sesuatu
pemberitahuan tidak menyebutkan barang-barang yang dikemas dengan barang-
barang lain.

Jika barang-barang tersebut masih di daerah pabean, dikategorikan sebagai

penyelundupa administrasi, karena yang tidak sesuai adalah jumlah, jenis, atau

0 Diakses Melalui: : http://batam.tribunnews.com/2016/01/22/baku-tembak-sel ama-30-
menit-setel ah-penyel undup-pakai an-bekas-tembak-aparat-tni-dengan-ak47Pada  Hari jum’at 21
April 2018, pukul 22-00 WIB.
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harga barang yang dilaporkan, dan masih ada kemungkinan untuk melunasi secara
utuh kewajiban-kewgjiban membayar. Tetapi jika telah ada dipelabuhan, maka
dikategorikan sebagai penyelundupan fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 26b
OB.lAl

D. Sanksi Hukum Terhadap Tindak Pidana penyelundupan.

Pengertian Hukum Tindak Pidana Penyelundupan disebutkan dalam
Uundang-undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2006 Nomor 93 dan Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4661), dimana telah diatur delik pidana atau tindakan-
tindakanyang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan
penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A dan
Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006.

Seperti yang telah diuraikan diatas, diketahui bahwa pemasukan pakaian
bekas ke dalam wilayah NKRI adalah dilarang. Dengan demikian para pelaku
penyelundupan pakaian bekas akan berupaya untuk memasukkan pakaian bekas
secara tidak sah (ilega) dengan berbaga cara Perbuatan-perbuatan
penyelundupan di bidang impor diatur dalam pasal 102 huruf a s.d. h dengan
sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00

! Diakses Melalui: : http://batam.tribunnews.com/2016/01/22/baku-tembak-sel ama-30-
menit-setel ah-penyel undup-pakai an-bekas-tembak-aparat-tni-dengan-ak47  Pada Hari jum’at 21
April 2018, pukul 22-00 WIB.



(lima puluh juta rupiah) dan paing banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah). 1

Daam Penjelasan Ketentuan Umum Undang-Undang Perubahan atas
Undang.-Undang Kepabeanan dinyatakan sebagai berikut: “Sejak berlakunya
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, masyarakat
menganggap bahwa rumusan tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam
Pasa 102 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang
menyatakan bahwa “Barangsiapa yang mengimpor atau mengekspor atau
mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan
Undang-Undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan”, kurang tegas
karena dalam penjelasan dinyatakan bahwa pengertian “tanpa mengindahkan”
adalah sama sekali tidak memenuhi ketentuan atau prosedur.

Hal ini berarti jika memenuhi salah satu kewajiban seperti menyerahkan
pemberitahuan pabean tanpa melihat benar atau salah, tidak dapat dikategorikan
sebagal penyelundupan sehingga tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat, oleh
karenanya dipandang perlu untuk merumuskan kembali tindakan-tindakan yang
dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penyel undupan.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 telah diatur sanksi pidana
penyelundupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan
Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, khususnya tindak pidana
penyelundupan di bidang impor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu)

tahun dan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling

2 Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung..
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sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan di
bidang ekspor dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah); dan tindak pidana penyelundupan yang mengakibatkan
terganggunya sendi-sendi perekonomian negara dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 5 (Ilima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun
dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rpl00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Rumusan sanksi pidana penyelundupan sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 102, Pasal 102 A, dan Pasal 102 B Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2006 tersebut di atas pada dasarnya menerapkan sanksi pidana berupa
pidana penjara dan pidana denda yang merupakan sanksi pidana yang bersifat
kumulatif (gabungan), dengan mengutamakan penerapan sanksi pidana penjara
terlebih dahulu dan kemudian diikuti dengan sanks pidana denda secara
kumulatif.

Formulasi penerapan sanksi pidana seperti ini menunjukkan bahwa pelaku
tindak pidana penyelundupan dikenakan sanksi pidana ganda yang cukup berat,
yaitu diterapkan sanksi pidana penjara di satu sis dan sekaligus juga dikenakan
saks pidana denda. Namun jika sanksi dendatidak dapat dibayar dengan subsider

Pasal 30 KUHP maka sangat merugikan negara.
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Dasar filosofis penerapan sanksi pidana penyel undupan tersebut berbentuk
sanksi pidana kumulatif, karena tindak pidana penyelundupan merupakan bentuk
“kejahatan atau tindak pidana yang merugikan kepentingan penerimaan negara,
merusak stabilitas perekonomian negara atau merusak sendi-sendi perekonomian
negara, dan merugikan potens penerimaan negara yang diperlukan untuk
membiayai pembangunan nasional dalam rangka mensgahterakan rakyat
banyak”.

Oleh karena itu, terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan perlu
dikenakan sanksi pidana yang bersifat dternatif agar Undang-Undang
K epabeanan dilaksanakan dan ditaati untuk meningkatkan pendapatan dan devisa
negara. Jka sanks pidana tidak diformulasi secara kumulatif maka aspek
kepentingan penerimaan keuangan negara tidak diutamakan, karena sanksi pidana
yang bersifat kumulatif hanya sebatas dimaksudkan untuk menegakkan
kewibawaan pemerintah, dengan mengabaikan kepentingan yang lebih besar
mengutamakan pengembalian kerugian negara.

Dalam Pasal 29 Undang-Undang Tarif yang pernah berlaku dinyatakan
kendatipun sudah dalam tingkatan penyidikan dan penuntutan Menteri Keuangan
masih dapat meminta penghentian penyidikan dan penuntutan terhadap kasus
penyelundupan sepanjang tersangka/terdakwa melakukan kewajiban hukumnya,
yaitu melunasi bea-bea yang seharusnya dibayarkan oleh tersangka atau terdakwa
kepada negara. Hal seperti ini tidak diformulasikan dalam Undang-undang

Perubahan K epabeanan yang berlaku.
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Berikut ini  rincian bunyi masing-masing pasal Tindak Pidana
Penyelundupan dalam Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang
Kepabeanan: Pasal 102 Undang-Undang Perubahan atas Undang.-Undang
K epabeanan. Setiap orang yang:

1. mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2);

2. membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa
izin kepala kantor pabean;

3. membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3);

4. membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan
pabean di tempat selain tempat tujuan yang ditentukan atau diizinkan.

5. menyembunyikan barang impor secara melawan hukum;

6. mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya
dari kawasan pabean dan atau tempat penimbunan berikat atau dan tempat
lain di bawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pegabat bea dan cukai
yang mengakibatkan tidak terpenuhinya Pungutan negara berdasarkan
undang-undang ini;

7. mengangkut barang impor dan tempat penimbunan sementara ata tempat
penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan dan tidak
dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya;

8. dengan sengaja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang impor dalam

pemberitahuan pabean secara salah.
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dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang impor dengan p dana
penjara paling singkat 1 (sam) tahun dan pidana penjara paling lair 10 (sepuluh)
tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,C (lima puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (Limamiliar rupiah).

Pasal 102A Undang-Undang Perubahan Ants Undang-Undang Kep beanan, setiap
orang yang:

1. mengekspor barang tanpa menyerahkan pemberitahuan pabean.

2. dengan senggja memberitahukan jenis dan/atau jumlah barang ekspor
dalam pemberitahuan pabean secara salah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11A ayat (1) yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan negara
di bidang ekspor;

3. memuat barang ekspor di luar kawasan pabean tanpa izin kepaa ka tor
pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11A ayat (3);

4. membongkar barang ekspor di dalam daerah pabean tanpa izin kep kantor
pabean;

5. mengangkut barang ekspor tanpa dilindungi dengan dokumen yai sah sesuai
dengan pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud d lam Pasal 9A ayat
(D)

Dipidana karena melakukan penyelundupan di bidang ekspor dengan
pidana penjara paling singkat 1 (sam) tahun dan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh
jutarupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

Pasal 102B Undang—Undang Perubahan atas Undang—Undang K epabeanan.
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Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A yang
mengakibatkan terganggunya sendi sendi perekonomian negara; dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20
(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima
miliar rupiah) dan paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasa 102C Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang
Kepabeanan: Dalam ha perbuatan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal
102, Pasal 102A, Pasal 102B dilakukan oleh pejabat dan aparat penegak hukum,
pidana yang dijatuhkan dengan pidana sebagaimana ancaman pidana dalam
undang—undang mi ditambah 1/3(satu pertiga).

Pasa 102D Undang—Undang Perubahan Atas Undang-Undang
K epabeanan: Setiap orang yang mengangkut barang tertentu yang tidak sampai ke
kantor pabean tujuan dan tidak dapat membuktikan bahwa hal tersebut di luar
kemampuannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit
Rp10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000.00
(satu miliar rupiah).**?

Pasal 103 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang K epabeanan;
Setiap orang yang:

1. menyerahkan pemberitahuan pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean

yang palsu atau dipalsukan;

3 Baharudin LopaTindak Pidana Ekonomi,Penerbit PT. Pratnya Paramita. Jakarta,
2002. him. 29
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2. membuat, menyetujui, atau turut serta dalam pemalsuan data ke dalam buku
atau catatan;

3. memberikan keterangan lisan atau tertulis yang tidak benar, yang digunakan
untuk pemenuhan kewajiban pabean;

4. menimbun, menyimpan, memiliki, membeli, menjual, menukar,
memperoleh, atau memberikan barang impor yang diketahui atau patut
diduga berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana
penjara paling lama 8 (delapan) tahun atau pidana denda paling sedikit
Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00
(lima miliar rupiah). Pasal 103A Undang-Undang Perubahan atas Undang-
Undang K epabeanan:

1. Setigp orang yang secara tidak sah mengakses sistem elektronik yang
berkaitan dengan pelayanan atau pengawasan di bidang kepabeanan
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana
penjara paling lamab (lima) tahun atau pidana denda paling sedikit
Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah) dan paing banyak Rp
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2. Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan tidak
terpenuhinya pungutan negara berdasarkan undang—undang mi;
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana
penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau pidana denda paling
sedikit Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paing banyak
Rp5.000.000.000,00 (limamiliar rupiah).

Pasa 104 Undang-Undang PerubahanAtas Undang-Undang Kepabeanan
Setiap orang yang:
1. mengangkut barang yang berasal dan tindak pidana sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 102, Pasal 102A, atau Pasal 102B;

2. memusnahkan, memotong, menyembunyikan, atau membuang buku atau
catatan yang menurut undang-undang ini harus disimpan;
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3. menghilangkan, menyetujui, atau turut serta dalam penghilangan keterangan
dan pemberitahuan pabean, dokumen pelengkap pabean, atau catatan;

4. menyimpan atau menyediakan blangko faktur dagang dan perusahaan yang
berdomisili di luar negeri yang diketahui dapat digunakan sebagai
kelengkapan pemberitahuan pabean menurut undang-undang ini;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun, dan pidana
penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (limaratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00
(tigamiliar rupiah).

Pasal 105 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang
K epabeanan: Setiap orang yang dengan sengagja dan tanpa hak membuka, melepas,
atau merusak kunci, segel atau tanda pengaman yang telah dipasang oleh pejabat
bea dan cukai. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling
banyak Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 106 dihapus. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang
Kepabeanan. Pasal 107 Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang
Kepabeanan tetap dengan perubahan penjelasan Pasal 107 sehingga penjelasan
Pasal 107 menjadi sebagaimana ditetapkan dalam penjelasan pasal demi pasal
undang-undang ini.

Pasal 108 berbunyi sebagal berikut:

1) Dalam hal suatu tindak pidana yang dapat dipidana menurut undangundang mi

dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan atau perusahaan,
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perkumpulan, yayasan atau koperasi, tuntutan pidana ditujukan dan sanksi

pidana dijatuhkan kepada:

a) badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau
koperasi tersebut;

b) mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut
atau yang bertindak sebagai pimpinan atau yang melalaikan pencegahannya.

2) Tindak pidana menurut undang-undang mi dilakukan juga oleh atau atas nama
badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi,
apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang baik
berdasarkan hubungan kerja maupun berthsarkan hubungan lain bertindak
dalam lingkungan badan hukum, perseoran atau perusahaan, perkumpulan,
yayasan atau koperasi tersebut tanpa memperhatikan apakah orang tersebut
masing-masing telah melakukan tindakan secara sendiri-sendiri atau bersama-
sama.

3) Dalam hal suatu tuntutan pidana dilakukan terhadap badan hukum, perseroan
atau perusahaan, perkumpulan, yayasan atau koperasi, pada waktu penuntutan
diwakili oleh pengurus yang secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban
sesuai bentuk badan hukum yang bensangkutan.

4) Terhadap badan hukum, perseroan atau perusahaan, perkumpulan, yayasan
atau koperas yang dipidana dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini. Pidana pokok yang dijatuhkan senantiasa berupa pidana
denda paling banyak Rpl.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)

jika atas tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara, dengan tidak
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menghapuskan pidana denda apabila atas tindak pidana tersebut diancam
dengan pidana penjara dan pidana denda.***
Pasal 109 Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang K epabeanan:
1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102, Pasal 103 huruf d, atau
Pasal 104 huruf a, barang ekspor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102A,
atau barang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102D yang berasa
dan tindak pidana, dirampas untuk negara.
2) Sarana pengangkut yang semata-mata digunakanuntuk melakukan tindak
pidana sebagai manadimaksud dalam Pasal 102 dan Pasal 102A, dirampasuntuk

negara.

¥ yudi Wibowo, 2013, Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia, Jakarta:Sinar
Grafika, Halaman 19.



BAB I11
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS DI KANTOR BEA CUKAI
TANJUNG BALAI

A.Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas
Berdasarkan Kebijakan Penal.

Menurut Scoorates kebijakan adalah pengetahuan dan pengetahuan adalah
kebijakan.'*® Kata kebijakan (Policy Beliend) di gunakan oleh Barda Nawawi
Arief sebagai kebijakan Legidatif untuk merumuskan ulang atau reformulas
pengaturan sanksi pidana penjara dalam undang-undang pidana sebagai bahan
penyempurnaan atau penyusunan kembali kebijakan legidatife!* Maka
Kebijakan yang di maksud dalam tulisan ini, yaitu kebijakan legisatife dalam
menyusun formulasi undang-undang.

Kebijakan yang di maksud adalah kebijakan krimina dalam
penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilakukan dengan menggunakan
sarana penal (hukum pidana), maka, Kebijakan Hukum Pidana khususnya pada
tahapan kebijakan yudikatif atau aplikatif (penegakan hukum pidanain concreto)
harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial
itu berupa social welfare dan social define.'*’ Selain itu, Brda Nawawi Arief juga

menegaskan bahwa pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan srana

% Sam S Souryal. Ethick In Criminal Justice (Etika Dalam Peradila Pidana, upaya
mencari kebenaran), Sam Houston Sate Univercity US, Penerbit PT. Cipta Manunggal Edis Ke-
2;20065.

146 Barda nawawi Arief. Kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan
pidana penjara, (badan Penerbit universitas Diponegoro, Semarang: 1996), Halaman 1-2.

14 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana
dalam penanggulangan kejahatan, (Penerbit Kencana Prenada Media Group, Cetakan Ke 1,
Halaman 78-79.)
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Penal merupakan Penal Police atau Penal Law Envorcement Policy yang
fungsional dan operasional.

Barda Nawawi Arief menggambarkan dengan skema pencegahan dan
penanggulangan keahatan yang menunjukkan tujuan (goal) Kesgahteraan

masyarakat (Socia defence), sebagai berikut:

Goa SW/SD

Social Welfare
Policy
Socia Policy
Social Defance
Policy
el Pz Formulasi ]_
Aplikasi
Eksekusi
Criminal Policy

3 Non Penal

Gambar: Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan (aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan

Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya (Yogyakarta, 1999), Halaman : 10.)

Bertolak dari kedua istilah asing tersebut, maka istilah kebijakan hukum
pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Daam
kepustakaan asing istilah politik hukum pidanaini sering dikenal dengan berbagai

istilah, antara lain penal policy, criminal law policy atau staftrechtspolitiek..**

148 Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan
Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya (Y ogyakarta, 1999), Halaman : 10.
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upaya mewujudkan kesgahteraan atau kemakmuran masyarakat (warga

negara)

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan arti terhadap istilah
politik dalam 3 (tiga) batasan pengertian, yaitu : **°
1. Pengetahuan mengenai ketatanegaraan (seperti sistem pemerintahan, dasar-
dasar pemerintahan);
2. Segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat dan sebagainya);
3. Cara bertindak (dadam menghadapi atau menangani suatu masalah)
kebijakan.

Mengkaji politik hukum pidana akan terkait dengan politik hukum. Politik
hukum terdiri atas rangkaian kata politik dan hukum. Menurut Sudarto, istilah
politik dipakai dalam berbagai arti, yaitu : >

1. Perkataan politiek dalam bahasa Belanda, berarti sesuatu yang berhubungan
dengan negara;

2. Berarti membicarakan masalah kenegaraan atau berhubungan dengan
negara.

Menurut Mahfud, politik hukum sebagai legal policy yang akan atau telah
dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah, yang meliputi : 1°2

1. Pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan
terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan;
2. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi

lembagadan pembinaan para penegak hukum.

9 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, PT. Citra Aditya
Bakti (Bandung, 2010), Halaman : 23-24.

10 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai
Pustaka (Jakarta, 1998), Halaman : 780.

131 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian
Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminilisasi, Pustaka Pelgjar (Y ogyakarta, 2005), Halaman : 11.

52 Moh. Mahfud M.D, Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia, Gama Media
(Yogyakarta, 1999), Halaman : 9.
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Selanjutnya, definisi politik hukum menurut Bellefroid, Politik hukum
merupakan cabang dari salah satu cabang (bagian) dari ilmu hukum
yang  menyatakan politik hukum bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan
mana yang perlu diadakan, terhadap hukum yang ada atas memenuhi kebutuhan-
kebutuhan baru di dalam kehidupan masyarakat. Politik hukum tersebut
merumuskan arah perkembangan tertib hukum, dari ius contitutumyang telah
ditentukan oleh kerangka landasan hukum yang dahulu, maka politik hukum
berusaha untuk menyusun lus constituendum atau hukum pada masa yang akan
datang. >

Menurut Utretch, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang
harus diadakan dalam hukum yang sekarang berlaku supaya sesuai dengan
kenyataan sosial. Politik hukum membuat suatu lus constituendum (hukum yang
akan berlaku) dan berusahan agar lus constituendumitu pada suatu hari berlaku
sebagai 1us constitutum (hukum yang berlaku yang baru). **

Sacipto Rahardjo, mengemukakan bahwa politik hukum adalah aktivitas
memilih dan cara yang hendak dipakai untuk mencapai suatu tujuan sosia dan
hukum tertentu dalam masyarakat. Secara substansial politik hukum diarahkan
pada hukum yang seharusnya berlaku (lus constituendum).Sedangkan pengertian
Politik hukum menurut Muchtar Kusumatmadja, adalah kebijakan hukum dan
perundang-undangan dalam rangka pembaruan hukum. Proses pembentukan

hukum harus dapat menampung semua hal yang relevan dengan bidang atau

153 Bellefroid dalam Moempoeni Martojo, Politik Hukum dalam Sketsa, Fakultas Hukum
UNDIP (Semarang, 2000), Halaman : 35.

1 Abdul Latif dan Hasbih Ali, Politik Hukum, PT. Sinar Grafika (Jakarta, 2011),
Halaman : 22-23.
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masalah yang hendak diatur dalam undang-undang itu, apabila perundang-
undangan itu merupakan suatu pengaturan hukum yang efektif. >
Menurut Padmo Wahjono, Politik hukum adalah kebijakan penyelenggara
negara yang bersifat mendasar dalam menentukan arah, bentuk maupun isi dari
hukum yang akan dibentuk dan tentang apa yang dijadikan kriteria untuk
menghukum sesuatu, dengan kata lain politik hukum berkaitan dengan hukum
yang berlaku di masa mendatang (lus constituendum). >
Teuku Mohammad Radie, mengemukakan politik hukum sebagai suatu
pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di
wilayahnya, dan mengenai arah perkembangan hukum yang dibangun. Pernyataan
hukum yang berlaku di wilayahnya mengandung pengertian hukum yang berlaku
pada saat ini (lus constitutum), dan mengenai arah perkembangan hukum yang
dibangun, mengandung pengertian hukum yang berlaku di masa datang (lus
constituendum) **/
Menurut Garda Nusantara, Politik hukum meliputi : **®
1. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada secara konsisten,;
2. Pembangunan hukum yang intinya adalah pembaruan terhadap ketentuan
hukum yang telah ada dan dianggap usang dan penciptaan ketentuan hukum

baru yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan perkembangan yang terjadi

dalam masyarakat;

5 | bid Halaman : 24.

1% | mam Syaukani dan A. Ahsin Thoari, Dasar-Dasar Politik Hukum, PT. Raja Grafindo
Persada (Jakarta, 2010), Halaman : 26-27.

7 | bid.Halaman 29

18 | bid, Halaman : 31
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3. Penegasan kembali fungsi lembaga penegak atau pelaksana hukum dan
pembinaan anggotanya;

4. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat menurut persepsi kelompok
elit pengambil kebijakan.

Dengan demikian, kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara
bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum
pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan,
memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan
oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya
untuk dapat menanggulangi kegahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan
hukum pidana atau politik hukum pidana.*>®

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik
hukum pidana maupun politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum
adalah:'*®

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu saat;

2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk
menetapkan peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan
untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk
mencapal apa yang dicita-citakan.

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa melaksanakan politik hukum

pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan

159 Aloysius Wisnubroto, Op Cit, Halaman : 10.
10 Barda Nawawi Arief, Op Cit, Halaman : 24
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pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.
Politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan
pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-
masa yang akan datang. Kata sesuai dalam pengertian tersebut mengandung
makna baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna.*®*

Menurut Marc Ancel, pengertian penal policy (Kebijakan Hukum Pidana)
adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis
untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan
untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga
kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada
penyelenggara atau pel aksana putusan pengadilan.*®?

Politik hukum pidana diartikan juga sebagai kebijakan menyeleksi atau
melakukan kriminalisas dan dekriminalisas terhadap suatu perbuatan. Disini
tersangkut persoalan pilihan-pilihan terhadap suatu perbuatan yang dirumuskan
sebagal tindak pidana atau bukan, serta menyeleks diantara berbagai alternatif
yang ada mengena apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana pada masa
mendatang. Oleh karena itu, dengan politik hukum pidana, negara diberikan
kewenangan merumuskan atau menentukan suatu perbuatan yang dapat
dikategorikan sebagal tindak pidana, dan kemudian dapat menggunakannya
sebagai tindakan represif terhadap setiap orang yang melanggarnya. Inilah salah

satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi

181 Aloysius Wisnubroto, Op Cit, Halaman : 11.
162 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..., Op Cit, Halaman : 23.
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tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang
melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana. 3

Politik hukum pidana pada dasarnya merupakan aktivitas yang menyangkut
proses menentukan tujuan dan cara melaksanakan tujuan tersebut. Terkait proses
pengambilan keputusan atau pemilihan melalui seleks diatara berbagai alternatif
yang ada mengenai apa yang menjadi tujuan sistem hukum pidana mendatang.
Dalam rangka pengambilan keputusan dan pilihan tersebut, disusun berbagai
kebijakan yang berorientasi pada berbagai masalah pokok dalam hukum pidana
(perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggung jawaban
pidana dan berbagai aternatif sanks balk yang merupakan pidana maupun
tindakan). 1%

Dalam ha mencapa tujuan tertentu hukum pidana tidak dapat bekerja
sendiri, tetapi perlu melibatkan sarana-sarana lainnya yang mendukung, yakni
tahapan kebijakan hukum pidana, dalam mengoperasionalkan hukum pidana,
melalui tahap formulasi kebijakan legislatif atau pembuatan peraturan perundang-
undangan, tahap perencanaan yang seharusnya memuat tentang hal-hal apa sgja
yang akan dilakukan, dalam mengadapi persoalan tertentu dibidang hukum
pidana, dan keahatan yang terjadi selau berorientasi pada kebijakan
penanggulangan kejahatan terpadu, sebagal upaya yang rasional guna pencapaian

kesejahteraan masyarakat dan sekaligus perlindungan masyarakat.*®

183 yesmil Anwar dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana ; Reformasi Hukum, PT.
Gramedia Widiasarana Indonesia (Jakarta, 2008), Halaman : 58-59.

184 Muladi dalam Syaiful Bakhri, Pidana Denda dan Korupsi, Total Media (Y ogyakarta,
2009), Halaman : 45-46.

185 Syaiful Bakhri, Ibid, Halaman : 83-84.
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Dari definisi tentang kebijakan hukum pidana yang telah diuraikan
sebelumnya, sekilas tampak bahwa kebijakan hukum pidana identik dengan
pembaharuan perundang-undangan hukum pidana yaitu substansi hukum, bahkan
sebenarnya ruang lingkup kebijakan hukum pidana lebih luas daripada
pembaharuan hukum pidana. Hal ini disebabkan karena kebijakan hukum pidana
dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/operasionalisasi/fungsionalisasi
hukum pidana yang terdiri dari :'*

1. Kebijakan formulatif/legidatif, yaitu tahap perumusan/penyusunan hukum
pidana;
2. Kebijakan aplikatif/yudikatif, yaitu tahap penerapan hukum pidana;
3. Kebijakan administratif/eksekutif, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana.
Kebijakan hukum pidana tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum pidana.
Dalam hal ini, Marc Ancel menyatakan bahwa setiap masyarakat yang terorganisir
memiliki sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan hukum pidana
beserta sanksinya, suatu prosedur hukum pidana dan suatu mekanisme
pel aksanaan pidana.*®’
Selanjutnya, A.Mulder mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana
ialah garis kebijakan untuk menentukan :
1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau
diperbaharui;

2. Apayang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinyatindak pidana;

1%6 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai ..., Op Cit, Halaman : 24.
' Ibid, Halaman : 28-29.
188 Aloysius Wisnubroto, Op Cit, Halaman : 12.
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3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana
harus dilaksanakan.
Dengan demikian kebijakan hukum pidana berkaitan dengan proses penegakan
hukum (pidana) secara menyeluruh. Oleh sebab itu, kebijakan hukum pidana
diarahkan pada konkretisasi/operasionaisasi/funsionalisasi  hukum pidana
material (substansial), hukum pidana formal (hukum acara pidana) dan hukum
pelaksanaan pidana. Selanjutnya kebijakan hukum pidana dapat dikaitkan dengan
tindakan-tindakan :**
1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan
hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesua dengan kondis
masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan
hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam
rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat (lewat peraturan
perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah
kebijakan (policy). Operasionalisasi kebijakan hukum pidana dengan sarana penal
(pidana) dapat dilakukan melalui proses yang terdiri atas tiga tahap, yakni : "

1. Tahap formulasi (kebijakan legidatif);

2. Tahap aplikasi (kebijakan yudikatifiyudisia);

' 1bid, Halaman : 14.
10 Barda Nawawi Arif, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam
Penanggulangan Kejahatan, Kencana Media Group (Jakarta, 2007), Halaman : 78-79.
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3. Tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif).

Berdasarkan hal di atas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya
tiga kekuasaan/kewenangan, yaitu kekuasaan legidatif/formulatif berwenang
dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang
berorientas pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan
yang bersifat melawan hukum, kesalahan/pertanggungjawaban pidana dan sanksi
apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Tahap aplikasi
merupakan kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak
hukum atau pengadilan, dan tahapan eksekutif/administratif dalam melaksanakan
hukum pidana oleh aparat pelaksana/eksekusi pidana. "

Dilihat dari perspektif hukum pidana, maka kebijakan formulasi harus
memperhatikan harmonisasi internal dengan sistem hukum pidana atau aturan
pemidanaan umum yang berlaku saat ini. Tidaklah dapat dikatakan terjadi
harmonisasi/sinkronisasi apabila kebijakan formulas berada diluar sistem hukum
pidana yang berlaku saat ini. Kebijakan formulasi merupakan tahapan yang paling
stategis dari penal policy karena pada tahapan tersebut legidatif berwenang dalam
hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang
berorientas pada permasalahan pokok hukum pidana meliputi perbuatan yang
bersifat melawan hukum, kesalahan, pertanggung jawaban pidana dan sanks apa

yang dapat dikenakan. Oleh karena itu, upaya penanggulangan kejahatan bukan

171 |bid, Halaman : 80.
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hanya tugas aparat penegak hukum tetapi juga tugas aparat pembuat undang-

undang (aparat legislatif).!"?

Perencanaan (planning) pada tahapan formulasi pada intinya, menurut

Nils Jareborg mencakup tiga masalah pokok struktur hukum pidana, yaitu

masalah:*"

1. Perumusan tindak pidanalkriminalisas dan pidana yang diancamkan
(criminalisation and threatened punishment);
2. Pemidanaan (adjudication of punishment sentencing);
3. Pelaksanaan pidana (execution of punishment).
Berkaitan dengan kebijakan kriminaliasasi, menurut Sudarto bahwa perlu

diperhatikan hal-hal yang intinya sebagai berikut : 1

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan
nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil
dan spritual berdasarkan dengan Pancasila; sehubungan dengan ini
(penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan
mengadakan pengugeran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri demi
kesgjahteraan dan pengayoman masyarakat;

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum
pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki yaitu perbuatan
yang mendatangkan kerugian (materiil dan sprituil) atas warga masyarakat.

3. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan

hasil (cost  and benefit principle);

"2 1bid. Halaman 55.
173 Nils Jareborg dalam Barda Nawawi Arif, Ibid, Halaman : 81.
174 sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni (Bandung, 1983), Halaman : 23.
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4. Penggunanan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau
kemampuan daya kerja dari badan-badn penegak hukum vyaitu jaringan
sampai ada kelampauan beban tugas (overbelasting).

Sgjalan dengan yang dikemukakan Sudarto di atas, menurut Bassiouni
bahwa keputusan untuk melakukan kriminalisasi dan dekriminilisasi harus
didasarkan pada faktor-faktor kebijakan tertentu yang mempertimbangkan
bermacam-macam faktor, termasuk : 1"

1. Keseimbangan sarana-sarana yang digunakan dalam hubungannya dengan
hasil-hasil  yang ingin dicapai;

2. Analisis biaya terhadap hasil-hasil yang diperoleh dalam hubungannya
dengan tujuan-  tujuan yang dicari;

3. Penilaian atau penafsiran tujuan-tujuan yang dicari itu dalam kaitannya
dengan prioritas-prioritas lainnya dalam pengalokasian sumber-sumber
tenaga manusia;

4. Pengaruh sosial dari kriminalisasi dan dekriminalisasi yang berkenaan
dengan atau dipandang dari pengaruh-pengaruh yang sekunder.

Hal lain yang diperlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan adalah yang
berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum
pidana. Menurut Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada
umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung
nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut

adalah :

5 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Cet II, Alumni
(Bandung, 1998), Halaman :166.
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1. Pemeliharaan tertib masyarakat;

2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-
bahaya yang tidak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;

3. Memasyarakatkan kembali (rasionalisasi) para pelanngar hukum;

4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar
tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusian dan keadilan
individu.

Berdasarkan pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa syarat
kriminalisasi pada umumnya adalah : 1"

1. Adanyakorban;

2. Kriminalisasi bukan semata-mata ditujukan untuk pembal asan;

3. Harus berdasarkan asas ratio-principle; dan

4. Adanya kesepakatan sosia (public support).

Selanjutnya, untuk merumuskan suatu perbuatan menjadi perbuatan yang
dilarang oleh hukum pidana, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut
: 177

1. Perbuatan tersebut haruslah benar-benar perbuatan yang jahat atau tidak
dikehendaki oleh masyarakat atau merugikan masyarakat. Dengan kata lain
jahat berarti merugikan atau menyerang kepentingan hukum (baik
kepentingan hukum individu, masyarakat maupun kepentingan hukum

negara);

17 |bid, Halaman : 167.
Y7 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana : Kajian
Kehijjakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi, Pustaka Pelgjar (Y ogyakarta, 2005), Halaman : 51.
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2. Diperhatikan pula kesigpan aparatur penegak hukum dalam menegakkan
hukum pidana itu nantinya, baik itu kesigpan secara kualitatif yang
menyangkut profesionalisme aparatur, maupun dari segi kuantitatif, yakni
apakah seimbang dengan kuantitas aparat sehingga tidak menjadi beban
baginya;

3. Diperhatikan pulacost and benefit principle, artinya biaya pembuatan suat
peraturan pidana harus benar-benar diperhitungkan apakah sudah sesuai
dengan tujuan dibentuknya peraturan pidana, atau apakah sudah tersedia
biaya yang memadai dalam penegakan hukum itu nantinya, sebab
ketidaksiapan biaya penegakan hukum (termasuk pengadaan sarana dan
prasarananya) justru akan menyakiti masyarakat.

Kebijakan hukum pidana berkaitan dengan masalah kriminalisas yaitu
perbuatan apa yang dijadikan tindak pidana dan penalisasi yaitu sanksi apa yang
sebaiknya dikenakan pada s pelaku  tindak pidana.  Kriminaisas
dan penaliasi menjadi masalah sentral yang untuk penanganannya diperlukan
pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (policy oriented approach). 1@
Kriminalisasi (criminalisation) mencakup lingkup perbuatan melawan hukum
(actus reus), pertanggungjawaban pidana (mens rea) maupun sanks yang dapat
dijatuhkan baik berupa pidana (punishment) maupun tindakan (treatment).
Kriminalisasi harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai menimbulkan kesan
represif yang melanggar prinsip ultimum remedium (ultima ratio principle) dan

menjadi bumerang dalam kehidupan sosial berupa kriminalisasi yang berlebihan

%8 Teguh Prasetyo, Kriminalisas dalam Hukum Pidana, Nusa Media (Jakarta, 2011),
Halaman : 27-28.
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(cever criminalisation), yang justru mengurangi wibawa hukum. Kriminalisasi
dalam hukum pidana materiil akan diikuti pula oleh langkah-langkah pragmatis
dalam hukum pidana formil untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan.*’

Pada tahap selanjutnya, hukum yang telah dipilih sebagai sarana untuk
mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang berwujud
peraturan perundang-undangan melalui aparatur negara, maka perlu ditindak
lanjuti usaha pelaksanaan hukum itu secara baik sesuai dengan ketentuan yang
telah ditetapkan. Pada tahap ini termasuk ke dalam bidang penegakan hukum,
dalam hal ini perlu diperhatikan komponen-komponen yang terdapat dalam sistem
hukum yaitu struktur, substansi dan kultur.*®

Istilah  penegakan dalam bahasa Inggris dikenal  dengan

istilah enforcement dalam Black law dictionary diartikanthe act of putting
something such as a law into effect, the execution of a law.Sedangkan penegak
hukum (law enforcement officer) artinya adalah those whose duty it is to preserve
the peace. ®'Dalan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penegak adalah yang
mendirikan, menegakkan. Penegak hukum adalah yang menegakkan hukum,
dalam arti sempit hanya berarti polisi dan jaksa yang kemudian diperluas sehingga
mencakup pula hakim, pengacara dan lembaga pemasyarakatan.*®

Sudarto memberi arti  penegakan hukum adalah perhatian dan

penggarapan, baik perbuatan-perbuatan yang melawan hukum yang sungguh-

1 Muladi, Kebijakan Kriminal terhadap Cybercrime, Majalah Media Hukum Vol. 1 No.
3tangga 22 Agustus 2003, Halaman : 1-2.

180 | ihat Hakristuti Harkrisnowo, Reformasi Hukum : Menuju Upaya Sinergistis untuk
Mencapai Supremasi Hukum yang Berkeadilan, Jurnal Keadilan Vol. 3, No.6 Tahun 2003/2004.

81 Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, St. Paulminn West Publicing, C.O,
1999, Halaman : 797.

182 Departemen Pendidkan dan K ebudayaan, Kamus Besa, Op Cit, Halaman : 912.
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sungguh terjadi (onrecht in actu) maupun perbuatan melawan hukum yang
mungkin akan terjadi (onrecht in potentie).’®® Sedangkan menurut Soerjono
Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari penegakan hukum terletak pada
kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-
kaidah yang mantap dan mengegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian
penjabaran nilai  tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan
mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.*®*

Josep Golstein, membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian,
yaitu : %

1. Total enforcement, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana
sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive
law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin
dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum
acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan,
penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.
Disamping itu, mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri
memberikan batasan-batasan, misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu
sebagal syarat penuntutan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang
lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement;

2. Full enforcement, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang

bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan

183 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni (Bandung, 1986), Halaman : 32.

184 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum, PT. Raja
Grafindo Persada (Jakarta, 2005), Halaman : 5.

185 Muladi, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip (Semarang, 1995), Halaman :
40.
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hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara
maksimal;

3. Actual enforcement, dianggap not a realistic expectation, sebab adanya
keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, aat-alat
investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan
keharusan dilakukannyadiscretiondan sisanya inilah yang disebut
dengan actual enforcement.

Sebagal suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum
pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (criminal law
application) yang melibatkan berbagal sub-sistem struktural berupa aparat
kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya
tentu sgja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah
dipandang dari 3 dimensi, yaitu : 1%

1. Penergpan hukum dipandang sebagi sistem normatif (normative
system) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan
nilai-nilai sosial yang di dukung oleh sanksi pidana;

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (administrative
system) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparatur penegak hukum
yang merupakan sub-sistem peradilan di atas;

3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (social system), dalam
arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan

pelbaga perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

18 |bid,, Halaman : 41.
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Sehubungan dengan pelbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa

sebenarnya hasil penergpan hukum pidana harus menggambarkan

keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku
sosial.

Jadi, kebijakan hukum pidana (penal policy) operasionalisasinya melalui
beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legidatif), tahap aplikasi
(kebijakan yudikatif,yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan
eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan
tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan
melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legidatif
merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan
dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.*®’

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 24
Maret 2014, dengan KPPBC (Kepala Seks Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, pangkat Penata Muda TK. 1/ gal. I11
B meyatakan bahwa Perlu di ketahui bahwa Bea Cukai Hanyalah sebagai
pelaksana dari aturan yang ada, dalam hal penyelundupan pakaian bekas,
kementrian Perdagangan melalui Peraturan Mentri Perdagangan RI No. 51/M-
DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakaian Bekas. Selanjutnya tindakan
yang dilakukan Bea Cukai terkait dengan larangan impor pakaian bekas tak lain
hanyalah atas perintah dari Peraturan Mentri Perdagangan RI No. 51/M-

DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor Pakai an Bekas.

187 Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum..., Op Cit, Halaman : 75.
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Penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas secara penal
(dengan menerapkan hukum pidana) yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya
Pabean C Teluk Nibung yaitu:

Dengan melakukan kegiatan penyidikan. Diharapkan dengan kegiatan
penyidikan ini hukum dapat ditegakkan sehingga memberikan efek jera kepada
para pelaku penyelundupan pakaian bekas untuk tidak mengulangi lagi
perbuatannya

Pencegahan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yang dilakukan
oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung yaitu sebagaimana yang telah
diuraikan diatas :

1. Melakukan kegiatan penyidikan. Penyidikan inibertujuan agar hukum dapat
ditegakkan sehingga memberikan efek jera kepada para pelaku
penyelundupan pakaian bekas untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

2. Melaksanakan kegiatan patroli laut secara rutin baik dengan skema patroli
mandiri, patroli terkoordinasi dan patroli perbantuan. Dengan eksistensi
patroli laut ini, diharapkan tingkat penyelundupan dapat diminimalisir;

3. Melakukan pendekatan kepada masyarakat secara personal, baik melaui

kegiatan baﬁg sosial seperti sunatan massal, pengagjian bersama dan lain

sebagainya;
Dengan adanya ketiga upaya tersebut, agar mendapatka perlindungan dan
pengamanan dalam menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan, Bea Cukai
kiranya dapat membangaun kerjasama yang baik dengan masyarakat dan
kepolisian, dan dalam hal ini, kerjasama yang di maksud kiranya memiliki payung
hukum, sehingga ada kekuatan hukum yang mengikatnya.
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan

menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau

188 Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.
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langkah-langkah yang dibuat dengan senggja dan sadar dalam memilih dan
menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus
benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung
berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi
diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan
yang inheren pada setiap kebijakan yang rasional. * Dengan adanya kebijakan
tersebut, maka KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung akan terbantu dalam
pencegahan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas.

Terkait dengan upaya Penal dalam penanggulanagan tindak pidana
penyelundupan maka tidak akan lepas dari proses penyelidikan dan penyidikan,
dalam hal ini, delik pada tindak pidana penyelundupan pakaian bekas adalah delik
lundup, yang maksudnya adalah, delik yang mengharuskan penyidik untuk
melakukan penyusunan rentetan peristiwa sehingga sampai pada titik temu yang
menyatakan perbuatan pelaku adalah tindak pidana penyel undupan.

Selain tertangkap tangan, agar terungkapnya peristiwa hukum pada tindak
pidana penyelundupan, dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan penulis
menawarkan langkah agar penyidik Bea Cukai dapat dengan mudah mengungkap
pelaku penyelundupan pakaian bekas yaitu dengan melakukan beberapa hal,
diantaranya:

1. melakukan penangkapan terhadap penjual,

2. menjadikan dan memastikan bahwa barang yang di jual tersebut adalah

pakaian bekas hasil penyelundupan,

189 gyaiful Bakhri, Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia, Total Media (Y ogyakarta,
2009), Halaman : 155.
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3. memberi kesempatan kepada pelaku untuk menunjukkan tempat penjuaan
pakaian bekas tersebut dalam bentuk Ball Pres.

4. Kemudian melakukan penyelidikan lanjutan dengan menjadik penjua bal
Pres tersebut sebagai informan terkait dengan masuknya pakaian bekas.

5. Menghidari perlawanan dari masyarakat, Bea Cukai dapat memunta bantuan

kepada Polri dalam ha melakukan penyelidikan dan penyidikan bersama.

B. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas
Berdasarkan Kebijakan Non Penal.

Daam sistem peradilan pidana pemidanaan itu bukanlah merupakan
tujuan akhir dan bukan pula merupakan satu - satunya cara untuk mencapai tujuan
pidana atau tujuan sistem peradilan pidana. Banyak cara dapat ditempuh, dapat
menggunakan hukum pidana maupun dengan cara diluar hukum pidana atau
diluar pengadilan. Dilihat dari segi ekonomisnya sistem peradilan pidana
disamping tidak efisien, juga pidana penjara yang tidak benar - benar diperlukan
semestinyatidak usah diterapkan.

Penegakan hukum dengan sarana penal merupakan salah satu aspek sgja dari
usaha masyarakat menanggulangi kejahatan. Disamping itu masih dikenal usaha
masyarakat menanggulangi kejahatan melalui sarana non penal. Usaha non pend
dalam menanggulangi kejahatan sangat berkaitan erat dengan usaha penal. Upaya
non pena ini dengan sendirinya akan sangat menunjang penyelenggaraan
peradilan pidanadalam mencapai tujuannya. Pencegahan atau atau menanggulangi
kejahatan harus dilakukan pendekatan integral yaitu antara sarana penal dan non

penal.
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Menurut M. Hamdan, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari
kebijakan sosia pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya
perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur,
yaitu :

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana(criminal law
application)
2. Jalur non penal, yaitu dengan cara:

a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment), termasuk di
dalamnya penerapan sanksi administrative dan sanksi perdata.

b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kegahatan dan
pembinaan lewat media massa (influencing views of society on crime and
punishment).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan
kejahatan lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive”
(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan
jalur  “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif”
(pencegahan/penangkal an/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Beberapa dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana,
artinya tidak semua tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan
pidana, serentetan pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa
pemidanaan tidak memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidaan tidak
menjadikan lebih baik. Karena itulah perlunya sarana non pena diintensifkan dan
diefektifkan, disamping beberapa aasan tersebut, juga masih diragukannya atau
dipermasalahkannya efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik
kriminal

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih

bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya
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adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-
faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-
kondisi sosia yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau
menumbuhsuburkan keahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik
kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non penal menduduki posisi
kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres
PBB mengena “The  Prevention of Crime and Treatment of
Offenders” ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-
sebab timbulnya kejahatan.

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor
kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak
dapat diatas semata-mata dengan “penal”. Di sinilah keterbatasan jalur “penal”
dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur “non penal”. Salah satu jalur “non
penal” untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas
adalah lewat jalur “kebijakan sosial” (social policy). Yang dalam skema G.P.
Hoefnagels di atas juga dimasukkan dalam jalur “prevention without
punishment”. Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya - upaya
rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Jadi identik dengan kebijakan
atau perencanaan pembangunan nasiona yang meliputi berbagai aspek yang
cukup luas dari pembangunan.

Salah satu aspek kebijakan sosial yang kiranya patut mendapat perhatian
idlah penggarapan masalah kesehatan jiwa masyarakat (social hygiene), baik

secara individual sebagali anggota masyarakat maupun kesehatan/ kesejahteraan
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keluarga (termasuk masalah kesgahteraan anak dan remaja), serta masyarakat
luas pada umumnya. Penggarapan masalah “mental health”, “national mental
health” dan ““child welfare” ini pun dikemukakan dalam skema Hoefnagels di
atas sebagai salah satu jalur “prevention (of crime ) without punishment™ (jalur
“non penal”). Prof. Sudarto pernah juga mengemukakan, bahwa “kegiatan karang
taruna, kegiatan Pramuka dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat dengan
pendidikan agama” merupakan upaya — upaya non penal dalam mencegah dan
menanggulangi kejahatan.'*

Pembinaan dan penggarapan kesehatan jiwa masyarakat memang tidak
berarti semata — mata kesehatan rohani/mental, tetapi juga kesehatan budaya dan
nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Ini berarti penggarapan kesehatan
masyarakat atau lingkungan sosial yang sehat (sebagai salah satu upaya nonpenal
dalam strategi politik kriminal), tidak hanya harus berorientasi pada pendekatan
religius tetapi juga berorientasi pada pendekatan identitas budaya nasional. Dilihat
dari sisi upaya nonpenal ini berarti, perlu digali, dikembangkan dan dimanfaatkan
seluruh potensi dukungan dan dan partisipas masyarakat dalam upaya untuk
mengektifkan dan mengembangkan ““extra legal system’ atau “informal and
traditional system” yang ada di masyarakat.

Upaya non pena yang paling strategis adalah segala upaya untuk
menjadikan masyarakat sebaga lingkungan sosial dan lingkungan hidup yang
sehat (secara materiil dan immateriil) dari factor-faktor kriminogen. Ini berarti,

masyarakat dengan seluruh potensinya harus dijadikan sebagai faktor penangkal

1% Mahfud MD, “Menguatkan Pancasila Sebagai Dasar Ideologi Negara”, Dimuat
dalam Mahkamah Konstitusi dan Penguatan Pancasila, Majalah Konstitusi No.52-Mei 2011



119

kejahatan atau faktor “antikriminogen” yang merupakan bagian integral dari
keseluruhan politik kriminal. Disamping upaya-upaya non penal dapat ditempuh
dengan menyehatkan masyarakat lewat kebijakan sosia dan dengan menggali
berbagai potensi yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, dapat pula upaya non
penal itu digali dari berbagai sumber lainnya yang juga mempunyai potensi efek-
preventif.

Sumber lain itu misalnya, media pers/media massa, pemanfaatan kemajuan
teknologi (dikenal dengan istilah ““techno-prevention”) dan pemanfaatan potensi
efek-preventif dari aparat penegak hukum. Mengena yang terakhir ini, Prof.
Sudarto pernah mengemukakan, bahwa kegiatan patroli dari polisi yang dilakukan
secara kontiniu termasuk upaya non penal yang mempunyai pengaruh preventif
bagi penjahat (pelanggar hukum) potensial. Sehubungan dengan hal ini, kegiatan
razialoperasi yang dilakukan kepolisian di beberapa tempat tertentu dan kegiatan
yang berorientasi pada pelayanan masyarakat atau kegiatan komunikatif edukatif
dengan masyarakat, dapat pula dilihat sebagai upaya non pena yang perlu
diefektifkan.

Tindakan hukum dikatakan “efektif” ketika perilaku bergerak kearah yang
dikehendaki, Ketika subyek patuh atau menurut, banyak tindakan hukum tidak
“efektif” dalam pengertian ini. Orang-orang mengabaikan atau melanggar
ketentuan.Lazimnya sanksi dibagi menjadi dua bagian, imbalan dan hukuman,
yakni sanksi positf dan negatif. Gagasannya adalah bahwa orang-orang yang
menjadi subyek hukum akan memilih satu dan menghindari yang lainnya. Para

pembuat hukum berasumsi bahwa sanksi yang berlabel “hukuman” adalah bersifat
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menyakitkan dan “imbalan” adalah yang bersifat menyenangkan, sehingga
konsekuensi perilaku yang dikehendaki akan mengikuti secara otomatis. Bentuk-
bentuk hukuman yang lazim dalam hukum pidana adalah denda dan kurungan.
Hukuman fisik atau hukuman jasmaniah lainnya, pada masa lalu sering digunakan
dalam hukum.***

Indonesia fungs hukum di dalam pembangunan adalah sebagai sarana
pembaharuan masyarakat. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa adanya
ketertiban dalam pembangunan, merupakan sesuatu yang dipandang penting dan
sangat diperlukan.Upaya non penal merupakan kerangka pembangunan hukum
nasional yang akan datang (ius constituendum). Pencegahan kejahatan harus
mampu memandang realitas sosid masyarakat, hukum sebagai panglima harus
mampu menciptakan suatu tatanan sosial melalui kebijakan sosial.'*?

Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung
kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang
berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di
segala bidang sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana
yang harus ditujukan ke arah peningkatan pembinaan kesatuan bangsa, sekaligus
berfungs sebaga sarana menunjang perkembangan modernisasi  dan
pembangunan yang menyeluruh pembangunan hukum pada hakikatnya mencakup

pembinaan hukum serta pembaharuan hukum. Pembinaan hukum pada hakikatnya

19! o4tjitpto Rahardjo, 2009, Hukum dan Prilaku : Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang
Baik, Penerbit Buku Kompas, Jakarta,Halaman 77.

192 | awrence M.Friedman, 2011, Sistem Hukum, Diterjemahkan oleh M. Khozim, Cet.ke-
4, Nusa Media, Bandung, Halaman 90.
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berarti usaha-usaha untuk lebih menyempurnakan hukum yang sudah ada,
sehingga sesuai dengan perkembangan masyarakat.'*?

Hukum sesungguhnya merupakan fasilitasi interaksi antara manusia yang
bertujuan untuk mencapai keteraturan kehidupan sosial sehingga kaidah-kaidah
hukum yang akan diterapkan haruslah memiliki kerangka fasafah, nilai
kebudayaan dan basis sosia yang hidup di masyarakat. Satjipto Rahardjo
mengatakan, hukum itu tertanam ke dalam dan berakar dalam masyarakatnya.
Setiap kali hukum dan cara berhukum dilepaskan dari konteks masyarakatnya
maka kita akan dihadapkan pada cara berhukum yang tidak substansil. Hukum itu
merupakan pantulan dari masyarakatnya, maka tidak mudah memaksa rakyat
untuk berhukum menurut cara yang tidak berakar pada nilai-nilai dan kebiasaan
yang ada dalam masyarakat itu. Selalu ada tarik menarik antara hukum yang
berlaku dan diberlakukan dengan masyarakatnya. Hukum bukan institutif yang
steril dar satu skema yang selesai. Hukum tidak ada di dunia abstrak melainkan
juga berada dalam kenyataan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 24
Maret 2014, dengan KPPBC (Kepala Seks Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, pangkat Penata Muda TK. 1/ gol. 111
B meyatakan bahwa Penanggulangan tindak pidana penyelundupan pakaian bekas
secara non penal (pencegahan tanpa pidana) yang dilakukan oleh KPPBC (Kepala
Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk

Nibung yaitu dengan melaksanakan kegiatan patroli laut secara rutin baik dengan

1% Barda Nawawi, 2010, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru), Cet.Ke-2, Kencana, Jakarta, Halaman 33.
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skema patroli mandiri, patroli terkoordinasi dan patroli perbantuan. Dengan
eksistensi patroli laut ini, diharapkan tingkat penyelundupan dapat diminimalisir.
Disamping itu juga kami melakukan pendekatan kepada masyarakat secara
personal, baik melalui kegiatan bakti sosia seperti sunatan massal, pengajian
bersama dan lain sebagainya.'**

Langkah lainnya yang dilakukan Bea Cuka untuk pendekatan kepada
masyarakat, KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe
Madya Pabean C Teluk Nibung melakukan kegiatan yang berkaitan dengan sosial
dengan tujuan masyarakat mampu mengenal KPPBC (Kepala Seksi Penindakan
dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung dengan baik dan
mampu membangun komunikasai yang baik, sehingga dengan adanya komunikasi
yang baik antara KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai)
Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung dengan masyarakat maka akan memudahkan
Bea Cuka daam melakukan pencegahan tindak pidana Penyelundupan,
khususnya penyel undupan pakaian bekas.

Terkait dengan kekuatan ataupun upaya penyeludup dalam melindungi
barang lundupannya, Bea Cukai mengatakan penyelundup menggunakan jasa
masyarakat sebagai tameng untuk melindungi barang lundupannya, dan hal itu
juga di antisipasi KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai)
Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung dengan cara melakukan penangkapan
terhadap masyarakat yang di duga menjadi tameng terhadap pelaku

penyelundupan pakaian bekas dan ketika sudah terjadi penangkapan maka

% Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seks Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.
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KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung melakukan pengarahan kepada
masyrakat yang di jadikan tameng ataupun pelindung dalam kapal yang membawa
barang lundupan.'*®

Optimalisasi jalur non penal sgadan dengan cita-cita bangsa dan tujuan
negara, seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 yang memuat Pancasila'® Segala bentuk
pembangunan harus berangkat dari nilai-nilai Pancasila, karena pada hakikatnya
pancasila merupakan tonggak konvergensi berbaga gagasan dan pemikiran
mengenai dasar falsafah kenegaraan yang didiskusikan secara mendalam oleh para
pendiri negara. Pancasila menjadi kesepakatan |uhur (modus vivendi) yang
kemudian ditetapkan sebagai dasar ideologi negara. Dalam hal ini, upaya non
penal dalam pencegahan tindak pidana merupakan salah satu aspek cita-cita
Pancasila, Pancasila menjadi dasar rasional mengenai asumsi tentang hukum yang
akan dibangun sekaligus sebagai orientasi yang menunjukan kemana bangsa dan

negara harus dibangun.*®’

% Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seks Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.

1% M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Halaman
30.

97 Susanto, Anthon F, 2004, Wajah Peradilan Kita, Refika Aditama, Bandung, Halaman
88.



BAB IV
HAMBATAN KANTOR BEA CUKAI TANJUNG BALAI DALAM
MENANGGULANGI TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN
BEKAS.
A. Kelemahan Undang-Undang Kepabeanan Yang Ada Saat I ni.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tangga 24
Maret 2014, dengan KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, meyatakan bahwa, undang-undang
dan aturan hukum terkait tindak pidana penyelundupan sudah jelas, dimana dalam
konteks ini termasuk penyelundupan pakaian bekas.

Pemasukan pakaian bekas kedadam NKRI dilarang sebagaimana yang
diatur dalam pasa 2 Permendag Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang
Larangan Impor Pakaian Bekas. Dengan demikian ada konsukuensi hukum
apabila ada upaya para penyelundup untuk memasukkan pakaian bekas ke dalam
NKRI yaitu sebagaimana yang diatur dalam pasa 102 dengan sanks pidana
berupa penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan pidana penjara paling lama 10
(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). **** Dalam
hal pemberian sanksi, terdapat kelemahan karena Undang-undang itu hanya
memberikan sanksi administratif kepada importir yang melanggar. Ini sering
dijadikan “permainan’ untuk keuntungan pribadi,” berikut beberapa kelemahan

dalam undang-undang kepabeanan :

1% Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.
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1. Kelemahan Pada Sanksi Administras di Bidang K epabeanan

Penegakan hukum paling efektif mungkin adalah dengan memberikan
sanks atas pelanggaran yang diatur oleh hukum tersebut. Kepabeanan dan cukai
sepertinya juga menganut paham yang serupa. Pada beberapa peraturan banyak
didapati pasal yang mengatur tentang sanksi. Ada sanksi pidana dan ada juga
sanksi administrasi. Namun, karena bea cuka adalah institus yang banyak
berkaitan dengan dunia usaha yang dijalankan dengan ‘duit’ maka sepertinya
sanksi-administrasi-berupa-denda lebih banyak diperbincangkan. Kali ini kita
akan membahas tentang Sanksi Administrasi di Bidang K epabeanan.

Dalam terminologi kepabeanan dan cukai, sanksi dibagi menjadi duajenis:
sanksi pidana dan sanksi administrasi. Sanksi pidana ini juga masih terbagi
menjadi dua, yaitu sanksi pidana pabean dan sanksi pidana cukai. Sanksi pidana
pabean diatur dalam undang-undang kepabeanan yaitu Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1995 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2006. K etentuan tentang pidana kepabeanan |ebih tepatnya terletak pada Bab X1V
pada pasal 102 sampai dengan pasal 111. Sedangkan sanksi pidana cukai diatur
dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai yang telah diubah
dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007. Ketentuan tentang tindak pidana
di bidang cukai ini diatur dalam Bab X1I pasal 50 sampai dengan pasal 62. Kedua
sanksi pidana, baik pabean maupun cukai, sudah secara jelas tersurat pada kedua
undang-undang berikut perubahan dan penjelasannya, oleh karenanya (setahu

kami) tidak ada peraturan yang lebih spesifik mengaturnya lagi.
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Berbeda dengan sanksi pidana, sanksi administrasi lebih kompleks. Sanksi
administrasi juga terbagi ke dalam dua jenis yaitu sanks administrasi berupa
denda dan sanksi administrasi berupa selain denda. Sanksi administrasi selain
denda ini dapat berwujud pemblokiran, pembekuan, pencabutan ijin atau sanksi
lain serupa itu. Sanksi administrasi itu sendiri, baik berupa denda maupun selain
denda, masih terbagi menjadi sanksi administrasi di bidang pabean dan sanksi
administrasi di bidang cukai.

Terkait banyaknya pertanyaan dan minat mengenai sanksi administrasi
berupa denda di bidang kepabeanan, kali ini kita akan coba membicarakannya.
Untuk bahasan lebih luas mengenai sanksi pidana, sanksi administrasi kepabeanan
selain-denda, maupun sanksi administrasi cuka insyaAllah akan kita bicarakan
lain waktu jika ada kesempatan.

Undang-undang kepabeanan pada dasarnya menganut asas menghitung
dan menyetor sendiri bea masuk atau bea keluar yang terhutang oleh importir atau
eksportir (self-assesment). Sistem self-assesment memberikan kepercayaan yang
besar kepada para pengguna jasa kepabeanan. Namun, kepercayaan tersebut harus
diimbangi dengan tanggung jawab, kejujuran, dan kepatuhan dalam pemenuhan
ketentuan Undang-undang yang berlaku. Dalam ha pengguna jasa kepabeanan
melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang
kepabeanan, maka penanganan atas pelanggaran ketentuan kepabeanan lebih
dititikberatkan pada penyelesaian secara fiska yaitu berupa pembayaran sejumiah

uang kepada negara dalam bentuk denda.
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Sanks administrasi pabean selain ditujukan untuk memulihkan hak-hak negara
juga dimaksudkan untuk menjamin ditaatinya aturan yang secara tegas telah diatur
dalam perundang-undangan.

Ha terpenting yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa sanksi
administrasi berupa denda hanya dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang
diatur dalam Undang-undang, dalam hal ini adalah Undang-undang kepabeanan.
Hal ini tersebut dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda di Bidang
Kepabeanan. Pasal-pasal tentang sanksi administrass dalam Undang-undang
kepabeanan biasanya dinyatakan dalam :

1. Nilai rupiah tertentu;

2. Nilai rupiah minimum sampai dengan maksimum;

3. Persentase tertentu dari bea masuk yang seharusnya dibayar;

4. Persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari kekurangan
pembayaran bea masuk atau bea keluar; atau

5. Persentase tertentu minimum sampai dengan maksimum dari bea masuk
yang seharusnya dibayar.

Pengenaan denda minimum sampali dengan maksimum menganut asas
proporsionalitas, yaitu bahwa besar-kecilnya denda yang dikenakan dipengaruhi
oleh berat-ringannya pelanggaran yang dilakukan. Pengenaan sanksi administrasi
ditetapkan dalam bentuk surat penetapan. Surat penetapan ini dapat berbentuk
tunggal, dalam artian hanya berisi tentang sanksi administrasi yang dikenakan,

atau digabungkan dengan penetapan di bidang kepabeanan lainnya.
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2. Kelemahan Pada Sistem Pengawasan

Sistem pengawasan dan pelayanan cukai yang dijalankan Direktorat
Jendra Bea dan Cukai Kementerian Keuangan masih memiliki berbagai
kelemahan. setidaknya 10 titik kelemahan tersebut, yang meliputi sumber daya
manusia, kelembagaan, tata laksana dan regulasi. Kelemahan di bidang regulasi,
kata Jasin misalnya adalah tidak adanya standart profiling terhadap perusahaan
barang yang kena cukai. Hal itu mengakibatkan terjadinya subjektivitas dalam
pengawasan dan pemberian layanan.

Ditjen Bea Cuka bisa segera melakukan perbaikan karena jika tidak
segera dilakukan perbaikan akan menimbulkan potensi pelanggaran. “Kami akan
segera melakukan perbaikan sehingga fungsi Ditjen Bea dan Cukai bisa optimal,”
secara internal, Ditjen Bea Cuka sudah melakukan upaya untuk memperbaiki
kelemahan dalam sistem pelayanan dan pengawasan cukai. Dia menyebutkan, di
bidang SDM, Ditjen Bea Cukai memiliki unit kepatuhan internal yang memaksa
semua prosedur pegawai dilaksanakan. “Jika ditemukan ada pelanggaran, maka
akan ditindak dengan sanksi administrasi.

B. Hambatan Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Dalam Menanggulangi
Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas.

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 24 Maret 2018, dengan
KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cuka) Tipe Madya
Pabean C Teluk Nibung, pangkat Penata Muda TK. I/ gol. Il B meyatakan bahwa
hambatan KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung dalam menanggulangi

tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yaitu pada saat kami melakukan
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penegakkan hukum di laut, ditemukan resistens atau perlawanan dari para
penyelundup dengan mengerahkan massa™.

Comonity protektor (perlindungan masyarakat), ini merupakan ha yang
penting bagi KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe
Madya Pabean C Teluk Nibung dalam rangka pematuhan rambu-rambu dalam
melaksanakan Undang-undang. Amanah aturan terkait dengan larangan impor
pakaian bekas yaitu dari kementrian perdagangan, dan salah satu alasannya ialah
potensi bahaya dalam kegiatan import pakaian bekas.

terkait dengan sistem hukum yang menggabungkan antara beberapa unsur

diantaranya:
1. asas-asas hukum (filsafah hukum)
2. peraturan atau norma hukum, yang terdiri dari :
3. sumber daya manusia yang profesional, bertanggung jawab dan sadar

hukum.

pranata-pranata hukum
lembaga-|lembaga hukum termasuk.
sarana dan prasarana hukum, seperti.
Budaya hukum.

No oA

Beberapa hal tersebut sangat memiliki keterkaitan yang erat dan dalam hal
ini_ hambatan yang paling dominan yang dialami oleh Bea Cukai Tanjung bala
ialah budaya hukum masyarakat yang cenderung tidak patuh dan taat terhadap
hukum dan aparatur penegak hukum, di sisi lain, masyarakat mengangap bahwa
pakaian bekas ini adalah mata pencarian yang sudah lama menjadi sumber
ekonomi masyarakat sehingga penanggulangan dan penindakan terhadap

peneyel undupan pakaian bekas kerap mendapatkan perlawanan dari masyarakat.

% Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.
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Mengenai lembaga hukum dan sarana prasarana, Bea Cukai Tanjung Balai
mengalamai hambatan karena personil yang dimiliki oleh Bea Cukai tidak dapat
menjalankan penindakan dan penanggulangan terhadap penyelundupan pakaian
bekas baik yang ada di darat dan yang ada di laut, hal ini di karenakan belum
dewasanya Penyidik Bea Cukai dan Personil dalam melakukan tugas, jika kita
kaitkan dengan ketersediaan personil, maka Polri haruslah menjadi mitra Bea
Cukai karena kita tahu bahwa Polri memiliki ketersediaan personil yang baik
dalam hal melakukan penanggulangan dan penindakan.

Terkait dengan penegakan hukum terhadap pakaian bekas yang beredar di
masyarakat dan atau yang di jual dalam skala besar dan kecil jika di tindak
haruslah melihat aturan hukum terkait, karena delik pada tindak pidana
penyelundupan pakaian bekas iaah delik penyelundupan yaitu dengan melihat
asal masuknya barang, dan ha lain yang menjadi pertimbangan bagi KPPBC
(Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C
Teluk Nibung ialah perlawanan yang dilakukan masyarakat jika di lakukan
penyelidikan terkait dengan pakaian bekas yang di jual di daratan dan atau pasar.

Jika petugas Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung melihat
pembongkaran pakaian bekas dari kapal menuju truk pengangkut, maka ada
kemungkinan itu akan di tindak, karena itu jelas rentetan peristiwanya dan itu bisa
kita katakan sebagi tindak pidana penyelundupan pakaian bekas, dan jika sudah
sampai di toko dan diperdagangkan di pasaran, maka aka sulit bagi kita

membuktikan bahwa itu adalah penyelundupan karena rentetan peristiwanya tidak
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lengkap dan yang paling penting kekuatan masyrakat yang menjadikan ini sebagai
alasan tetap menjual pakain bekas.

Jika Penyidik Bea Cuka Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung mendatangi
tempat penjualan dan atau pasar pakaian bekas untuk melakukan penyelidikan
maka akan menjdi bumerang bagi penyidik karena savety dan keamanan sangat
kurang sehingga akan membahayakan Penyidik Bea Cuka Tipe Madya Pabean C
Teluk Nibung dalam hal ini.

Dalan Undang-undang kepabeanan sendiri  menyebutkan bahwa
penyelundupan pakaian bekas ini adalah pidana pabean import dan jika kita ingin
melakukan penyelidikan maka kita harus juga sampai pada tahap membuktikan
bahwa pakaian bekas dan atau barang yang di masukkan adalah barang yang
berasal dari luar Indonesia, ataupun barang import. Dan harus di urut runtutan
kasusnya baik tentang asal barangnya masuk dan di bongkar di mana dan
peninjauan terhadap barangnya.

Terkait dengan pakaian bekas yang dilimpahkan kepolisian kepada
Penyidik Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung merupakan ha yang
sulit untuk di buktikan jika penangkapannya di lakukan di daratan lain halnya jika
pelimpahan yang jelas rentetan kasusnya yang dilimpahkan oleh pihak kepolisian,
maka akan mudah bagi Penyidik Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung
untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Dalam aturan hukum terkait pelarangan impor pakain bekas jelas
menyatakan bahwa pakaian bekas itu di larang keberadaannya, namun proses

penyelidikan yang sulit dan adanya perlawanan dari masyarakat merupakan
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hambatan bagi Penyidik Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung untuk
mel akukan penyelidikan di tempat penjualan pakaian bekas di tanjung balai.

Lemahnya penegakan hukum pada tindak pidana penyelundupan pakaian
bekas juga dapat di lihat pada tahun 2017, terdapat 1 kasus yang maju di
pengadilan dan ini merupakan tangkapan sendiri yang dilakukan oleh Penyidik
Bea Cukal) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung yang kasusnya hari ini sudah
putus dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan modus dalam tindak pidana
tersebut ialah sistem langser yang dilakukan oleh tekong kapal.

Pemusnahan terhadap barang yang dilakukan Penyidik Bea Cukai) Tipe
Madya Pabean C Teluk Nibung identik dengan pidana impor dan sudah patut
diduga oleh Penyidik Bea Cukal) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung bahwa
barang tersebut adalah barang impor status barang ialah barang sitaan dan
pemusnahan juga dilakukan jika barang tersebut sudah di tahan selama 30 hari,
dan pemilik tidak juga menjemput barangnya dan ini dinamakan barang milik
negara karena jangka waktu 30 hari sudah lewat, dengan itu maka Penyidik Bea
Cukai Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung mengajukan barang tersebut untuk
dimusnahkan.

Terkait dengan perlawanan yang dilakukaan sebahagian masyarakat itu
merupakan masyarakat yang di bayar untuk melindungi kapa penyelundupan dan
upaya yang dilakukan oleh Penyidik Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk

Nibung menasehati masyarakat untuk tidak melindungi penyelundup. 2

20 Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.
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Barang-barang tersebut dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu barang-
barang Pabean dan barang-barang Cukai oleh karena itu Undang-undang yang
dimiliki Bea Cukai mengenai barang ada 2 yakni Undang-undang Nomor 17
Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007
tentang Cukai. Cukai merupakan pungutan negara yang dikenakan barang-barang
tertentu yang mempunyal sifat dan karakteristik tersendiri yang disebut barang
dikenai Cukai.***

Adapun upaya yang dilakukan Bea Cuka dalam pemberantasan tindak
pidana penyelundupan pakaian bekas Berdasarkan hasil wawancara yang
dilakukan penulis pada tanggal 24 Maret 2014, dengan KPPBC (Kepala Seksi
Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung,
pangkat Penata Muda TK. I/ gol. 11l B menyatakan bahwa upaya yang dilakukan
Bea Cukai sendiri ada secara langsung dan tidak langsung, contoh yang tindakan
yang tidak langsung di lapangan adalah dengan memasang stiker yang berisi
tentang larangan membawa barang selundupan.®®?

Stiker yang berisi tentang kewagjiban melapor jika barang tersebut
melebihi dari 250 dolar dipasang di bagian tertentu seperti di depan pintu Bea dan
Cukai di bandara sedangkan tindakan secara langsung adalah pemeriksaan di
tempat mea pemeriksaan serta di tempat pengambilan barang di bagas
Internasional dengan menggunakan X-ray, melakukan patroli langsung dilapangan
untuk mengatisipasi penumpang yang datang dari luar negeri atau dalam negeri

untuk tidak menyelundupkan barang-barang. Misanya adalah barang-barang

*L 1pid, Halaman.351
%2 Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.
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larangan seperti  Narkoba, sedangkan untuk di bagian domestik cara
penanggulangannya hanya menggunakan alat dengan pemeriksaan X-ray.?*

Bea Cukai dibagi menjadi 2 bagian yaitu Kepabeanan dan Penyelidikan
Penyelundupan (P2). Bagian Kepabeanan bertugas memeriksa dan mendliti jenis
barang yang di impor maupun yang di ekspor dari Indonesia untuk menetapkan
bea masuk dan bea keluar. Sedangkan bagian Penyelidikan Penyelundupan (P2)
bertugas mencegah barang-barang yang tidak dilengkapi dokumen impor
maupunekspor dan memberantas barang-barang larangan.”®*

Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai Bea Cukai dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
dilapangan dalam pemeriksaan barang tidak selalu berjalan lancar. * Bea Cukai
selain melakukan pemeriksaan barang juga memiliki wewenang untuk melakukan
penetapan, mencegah barang dan sarana pengangkut, memberikan sanksi
(khususnya sanksi administrasi) dan tindakan hukum lainnya sesuai dengan
kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang.?*®

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis pada tanggal 24
Maret 2014, dengan KPPBC (Kepala Seks Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung, pangkat Penata Muda TK. 1/ gal. I11
B meyatakan bahwa Agar pencegahan tindak pidana penyelundupan pakaian

bekas ini dapat berjalan secara efektif, kita harapkan bersama sinergitas antara

%% | pid, Halaman 33

2%y udi Wibowo Sukinto, 2013, Tindak Pidana Penyelundupan di Indonesia: Kebijakan
Formulasi Sanksi Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, Halaman. 39.

25 Byrhanuddin S, 2013, Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai, Cetakan 1, Pustaka
Y ustisia, Y ogyakarta, Halaman. 27.

2% | bid. Halaman 33
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penegak hukum lainnya dapat berjalan dengan baik sehingga hukum dapat

ditegakkan dan penyelundupan pakaian bekas dapat teratasi.?”’

%7 Hasil Wawancara bersama KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea
Cukai) Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung.



BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN
A.Kesimpulan

1. Aturan hukum yang mengatur terkait dengan penyelundupan diatur dalam
Undang-Undang nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, tepatnya di
pasa 102 dan pasal 102A, Keputusan Mentri Perindustrian dan
Perdangangan Nomor: 642/MPP/Kep/9/2002 Tentang Perubahan Lampiran
1 Pasd 1 Keputusan Mentri Perindustrian dan Perdagangan No.
229/MPP/K ep/7/1997 Tentang Ketentuan Umum di Bidang Impor. dan juga
tertuang dalam Peraturan Mentri Perdagangan No Peraturan Mentri
Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan impor
Pakain Bekas.

2. Bea Cukai Hanyalah sebagai pelaksana dari aturan yang ada, dalam hal
penyelundupan pakaian bekas, kementrian Perdagangan melalui Peraturan
Mentri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan
impor Pakain Bekas. Maka dari itu tindakan yang dilakukan Bea Cukal
terkait dengan larangan impor pakaian bekas tak lain hanyalah atas perintah
dari Peraturan Mentri Perdagangan Rl No. 51/M DAG/PER/7/2015 Tentang
Larangan impor Pakain Bekas. Penanggulangan tindak pidana
penyelundupan pakaian bekas secara pena (dengan menerapkan hukum
pidana) yang dilakukan oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung
yaitu dengan melakukan kegiatan penyidikan terhadap penyelundupan.

Kegiatan penyidikan ini hukum dapat ditegakkan sehingga memberikan

136
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efek jera kepada para pelaku penyelundupan pakaian bekas, Melaksanakan
kegiatan patroli laut secara rutin baik dengan skema patroli mandiri, patroli
terkoordinas dan patroli perbantuan, Melakukan pendekatan kepada
masyarakat secara personal, baik melalui kegiatan bakti sosial seperti
sunatan massal, pengajian bersama dan lain sebagainya.

. Hambatan KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung daam
menanggulangi tindak pidana penyelundupan pakaian bekas yaitu pada saat
mel akukan penegakkan hukum di laut, ditemukan resistens atau perlawanan
dari para penyelundup dengan mengerahkan massa, Terkait dengan
penegakan hukum terhadap pakaian bekas yang beredar di masyarakat dan
atau yang di jual dalam bentuk eceren atau ball jika di tindak haruslah
melihat aturan hukum terkaik, karena delik pada tindak pidana
penyelundupan pakaian bekas ialah delik penyelundupan yaitu dengan
melihat asal masuknya barang, dan hal lain yang menjadi pertimbangan bagi
KPPBC (Kepaa Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cuka Tipe Madya
Pabean C Teluk Nibung ialah perlawanan yang dilakukan masyarakat jika di
lakukan penyelidikan terkait dengan pakaian bekas yang di jua di daratan
dan atau pasar. budaya hukum masyarakat yang cenderung tidak patuh dan
taat terhadap hukum dan aparatur penegak hukum, di sisi lain, masyarakat
mengangap bahwa pakaian bekas ini adaah mata pencarian yang sudah
lama menjadi sumber ekonomi masyarakat sehingga penanggulangan dan
penindakan terhadap peneyelundupan pakaian bekas kerap mendapatkan

perlavanan dari masyarakat. Mengenai lembaga hukum dan sarana
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prasarana, Bea Cukai Tanjung Balai mengalamai hambatan karena personil
yang dimiliki oleh Bea Cuka tidak dapat menjalankan penindakan dan
penanggulangan terhadap penyelundupan pakaian bekas baik yang ada di
darat dan yang ada di laut, hal ini di karenakan belum dewasanya Penyidik
Bea Cuka dan Personil dalam melakukan tugas, jika kita kaitkan dengan
ketersediaan personil, maka Polri haruslah menjadi mitra Bea Cukai karena
kita tahu bahwa Polri memiliki ketersediaan personil yang baik dalam hal
mel akukan penanggulangan dan penindakan.
B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya aturan hukum yang lengkap dan sanksi yang
tegas terkait dengan tindak pidana Penyelundupan Pakaian bekas maka
seluruh elemen yang terkait dengan sistem hukum khususnya pada tindak
pidana penyelundupan pakaian bekas mampu memahami bahwa aturan
hukum tersebut di buat sifatnya untuk melindungi masyarakat dari
ancaman bahaya yang ada dalam pakaian bekas, dan sepatutnya aturan
tersebut di fahami agar tidak terjadi lagi penyelundupan pakaian bekas di
Tanjung Balai.

2. Diharapkan dengan adanya upaya penanggulangan yang di lakukan oleh
KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe
Madya Pabean C Teluk Nibung baik itu secara Penal (melalui hukum
pidana) maupun Non Penal (tanpa menggunakan hukum pidana), mampu
meminimalisir tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Tanjung

Balai.
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3. Diharapkan agar dengan adanya hambatan terkait dengan kurangnya
personil dan pengamanan dalam proses penyelidikan yang dialamai
KPPBC (Kepala Seksi Penindakan dan Penyidikan Bea Cukai) Tipe
Madya Pabean C Teluk Nibung dalam melakukan penegakan hukum pada
tindak pidana penyelundupan pakaian bekas mampu di respon oleh
pemerintah dalam hal ini Mentri terkait dan legidlatif dalam hal ini Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mumbuat dasar hukum terkait dengan
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